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PTIrcAIYNAR REITATSI

NegarakitamasihmerEatamiberbagaimasalahaatw

bersifat multidim.ensi dan horus diatasi seool:ra simultan dan

shergis anlara lain " pennllggalangan petgatgtpran'

pengerfuasan lcemiskittaA perhtasan lccsetnpotan lcerja dan lain-

lain. Bagaimafur lreranan pengelenggaraan transmigrasi dalam

kontribusi mengatasi p'masalahnn tersehtt, dapat disimak

padafiiisan Prof. Dr. Wibouto SE, M.Pllil

Demikian pula topik tain aTg. menonk gaitu mengenai

dasar haktm administrasi ketenngakeriaaU mengenni tata ura

peng ele saian per selisilwn pada Peng a.dilan lfiibtng an Industrial

serta fitlisan mengenai MergTr Bank dan hak learyawan, dapat

disimok dalam fiilisan l4fo ltttkttm wlume ini

Selamat itt embaca, semoga bermanfaat.

Ttm Redaksi
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Lokasi yang ditentukan sering*ali sangal

terpenoil, .dqlgan -hqapan megbuka

isolasi daer,ah, tanpa disadar! bahwa

pcmbangunan kawa€an . :terpencil

sangatlah mahal dan memerlukan

invcstasi infrastnrktur lebih banyak.

Disisi lain, keterpenola,n lok4gi'

tersebut telah mempersulit pemasaran

produk. transm igran .sehingga,, pendapatan

transmigran rendah, $ebagai akibatnla,

lokasi transrnigrasi sulit berkgmbang dan

tidak jarang menjadi rnasalah yang

akibatnya mengimbas pem.erintah. daerah

sendiri.

Upqya " mem,buka isolasi. daerah

pada dasarnya,poqitif, tetapi mernerJukan

lcbih banyak investasi yang kenyataannya

lidak manpu. disediaka-n pemerintatr. Ke

dcpan, pcmbukaan lokasi baru harus lebih

mengutamakan aksesibilitas , yang lebfr

menjamin p€masaran, .

Kegagalan parun

Kegagalan panen di, lokasi

transmigrasi pada umumnya, disebabkan

oleh ketidak suburan lahan, .kualitas

Fsnyiapan lahan, kualitas sarana p:oduk*i,

serangan, hama dan pcrubahan :musim

tanam.

Lahan, pertanian .yang kurang

subur dan tidak diimbangi dcngan

penyediqaq puplk atal kapur, Il4g

memddai, potensi llntuk mgnyebabkan

kegqgalqn prmen?.,,

Kagagalan tersebut di dorong pula oleh

,kualitas penyiapgn lahan yq4g tideik

memenuhi persyaratan teknis, karena

harga .satuan yang rendah. Di sisi .lai*

.tunpukan sisa, tebangan menjadi sarang

hama penyatittanaman. ,., 
)l

r. Kegagalan -,. panen dapat pula

bersumber pada kualitas sar.ana prodt*si

yang diterima transmigran sangat rendah

sebingg4 fingkat pertumbuhannya rendah.

Hal tersebut berdampak pada kemampuan

la*ryr-,rnemberikan. hasil. Sernentara itu

perubahan musim tanam, dari kebiasaan

yang secara tradisional dipahami petani

juga memberikan sumbangan bagi

kegagalan panen.

Pemindalan kcmiskinan

Program transm,ryrasi sering di

koqqtasihn: sebagai , pe4indahon

kemiskinan. Pernyataan tersebut untuk

sebqgian mengandung kebenaran,

walaupun untuk scbagian besar tidak

deglikian,

relatife,miskin, dan harus, diakui bahwa

untuk sebagiqn tidak berhasil, sehingga

timbul ., kcsan bahwa transmigrari

ncmitdahkan kemiskinan. Namun patut

pula diakti,hahwa untuk scbagian bcqqr

I
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Namun untuk mensinergikan kerjasama

antar daerah tersebut dan menetapkan

kriteria persyaratan penyelenggaraan

ffansmigrasi dipeilukan peran : s6rta

pemerintah pusat. Peran serta tersebut

i dapat pula berupa pernberian dukungan

untuk keberhasilan Prograrn Yang

diselenggarakan oleh daerah-daerah

tersebut.

Bahwa tujuan dan mekanisme

pgnyelenggaraan tr44smigrasi boleh saja

berubah-ubah disesuaikan dengan kondisl

lingkungan, namun deskripsi penggrtian

transmigrasi, selama telminologi

transmigrasi tersebut masih dipakai, tidak
,,i.

dapat dilepaskan dari masalah demografis.

Perubahan Paradigma

dernografis menjadi pembangunan daerah

meqg4ndung makna Pengukuran

keberhasilan ditentukan dari keberhasilan

pembangunan daerah dan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat di kawqsan

transmigrasi. Bukan pada jumlah orang

atau keluarga yang dipindlhkan. 
l

Perhatian lebih besar diberilwn lrepada

desa dan maryarakat setempat dengan

mengintegrasikan ddlam Program

Pengembangan 'kawasan

transmigrasi dapat berasal dari areal yang

sama sekali masih bebas, namun dapat

pula berdekatan

fi#6! H&llfil.Vd,2 Tdgr.l//i& 200d
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, Penutup

program trriir*rni&ii, ltipeiluk#] *rrydrnzumaa*' dAia'rri' penyelenggaraan
i

untuk menjawab beberapa,,,persgalan i transmigrasi diperlukan - adanya

nasional. Namun dalam aplikasinyq perlu j naradiefe. baru yang lebih sesua!,.

transmigrasi, ,perlq diqkui pula bahwa 
i 
nfa kondisi Y?ng konduktif bagi

masih tordapat berbagai kelemahp yang 
! 
terjadinya proses perubahan.***

mgsih,, perlu disempurnakan di .masa

g bf€.ll *.gt'f flnf*Siti
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ffi dan Wakil

ketenagakerjaan di Indonesia adalah i fresiden dipilih langsung oleh hkyat.
i

Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah i Dengan demikian fungsi MPR sekarang
I

diamandemen), beberapa Undang-undang i iniadalah :

t:

1 yung terkait, dan KonvenCi:Konvensi tLO'j a.' Merubah "itau mengamandemrin

| ,.n, telah diratifikasi. Undang-Unaung i Undang-Undang Dasar;

I Ou*t Indonesia didasarkan pada kelima i b. Mengambil sumpah Presiden dan

I Sita aari Pancasila yaitu : Ketuhanan I WakilPresiden;

' til i ,. Memecat Presiden dan atau Wakil
I 
Yane Maha Esa, kemanusiaan yang ac 

I

i aun beradab, persatuan Indonesia, ! lresiden bila terbukti melakukan

I t *tyr,.n yanS drprrnpin oteh hiknah | ,inA** kriminal atau kesaldran

kebijaksanaan dalam pennusyawaratanl ! berat.

perwakilan, dan keadilan sosial bagi i Kekuasaan legislatif berada di

seluruh rakyat Indonesia. I tangan DPR. DPR menyetujui dan

menetapkan anggaran pendapatan dan

Kedaulatan rakyat berada di I belanja n€gara (APBN) setiap tahun.

tangan rakyat melalui wadah Majelis i Opn juga membahas setiap Rancangan

Perwakilan Rakyat (MPR). Anggota MPR I Undang-Undang (RUU) dan

terdiri dari anggota Dewan Perwakilan I menetapkannya menjadi Undang-

Rakyat (DPR) dan anggota Dewan I Undang. RUU dapat disusun dan

Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR I diajukan oleh Pemerintah, DPD, atau

dipilih melalui partai politik, sementara I oleh paling sedikit 30 orang anggota

anggota DPD dipilih oleh rakyat secara I DPR. Untuk membahas setiap RUU,

langsung, 4 orang dari setiap provinsi. I nen dapat membentuk Panita Khusus.

Anggota DPR dan DPD dipilih untuk I Panitia Khusus melakukan rangkaian

masa jabatan 5 tahun. Salah satu fungsi I rapat kerja dengan Menteri atau Menteri-

utama MPR masa lampau adalah memilih ! Menteriyang mewakili Pemerintah untuk

Presiden dan Wakil Presiden. I membahas RUU tersebut.

t
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alchir', RU,IJ'hanrs: disepakati UlrdangrUndang Dasar ,(UUD)

oleh Rapdt Pleno DPR; RUU yang telah !juga mengatur pembentuken dgn lsnba8s

disetujui DPR akan.,rnenjadi Undang- l tinggi negara lainnya yaittlMehkamah

undang setelah ditandatangani 'oleh I Agung dan Badan Perneriksa Keuangan.

Presiden dan " diterbitkan' di., dalam I UUD sebelum diamandemen iuga

Lembaran Negara. I mengatur pembentukan , Dswan

Angg6ta DFD ikut,bersema DPR iPertimhngan' Agung' ,(DPA) : sebagai

dan Pemerintah membahas RUU' yang f lembaga tinggi negara di bawah 'MPR
I

$erkAitan : ,dengan otonomi, 'daerah, i yung berfungpi mentberikan safan.k€pgda

hubungan pusat dan d&mh, pembentukan: I Presiden mengenai: m*$4l6hrhasalah
I

provinsi dan kabupaterfkota .baru,,i Pernerintahan, plitik, ekonomi, qmialt

pengelolaan sumberdaya alam, APBN,. I militer, dan*ain-lain, terrn*suk masalah-

,pajalq pendidikan dan agarira. 
I 
masalfr ketenagakerjaan. Akan tEtapi

t.'
Presiden m€megang kekuasaan I sejak fimandemen UUD tahun 2004,

berwenang i ora telah dihapus. Namun demikian,eksekutif. Presiden berwenang{,nfa' telahodihapus.. Namun demik

.mi;ngajuksn .'RUU ke DPR untuk 
I 
nr.tiOtn tetap mempunyai kewenang4n

pembahasan lebih lanjut. Presiden I membentuk dan mengangkat

menetapkan Undang-undang yang telah I penasehatnya setiap saat dianggap perlu.

.disetujui DPR dan menerbitkan Peraturan Mahkamah: "{gung merupakan

Pemerintah dan Keputusan Presiden I lembaga independen menangani masalah-

dalam rangka pelaksanaan Undang- 
| 

masalah.- Reradilnn Mahkarnah Agung

undang dimaksud. ?residen, menetapkan I CUnl harus bebas" dari 'intervensi

istruktur pemerintahan yang terdiri dari i Pemerintah dalam menerapkan keadilan.

beberapa departemen, kementerian, dan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

:badan atau lembaga nasional. Presiden I berfungsi memeriksa semua penggunaant-
menunjuk dan ,rneilgairSkm''Menbri yarry'Ikeuangan negam. Temmn BPK

memimpin Departemen dan Kementerian, i disampaikan kepada DPR.

'serta Kepala Badan atau LembagA non i Sebagai negara kesatuan,
I

ldepartemen. Menteri dan . Kepala I pemerintahan di tingkat daerah
I

,:Lembaga dimaksud bertanggunf,iawab I dilaksanakan di dan oteh-l pemerintah

I daerah provinsi; -kabupatenlkda'' hingga

it ,#o itgkifii ert. it fil-fr w*, M
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Sefiup k4bupdedkqta t€rdiri dari bderapa

keqnraan yang dipunpin oldt s€orang wnat"

Card diargkat , largsur,rg oleh

BupatiAMalikota

l. Prranan DPR dalrm Administrasi

Ketenagakeriaan

Anggota DPR dibagi dalam I I

Komisi. Setiap Komisi bertanggungiawab atas

beberapa bidang yang menjadi bidang .mgas

beberapa Departemeq Kementerian dan atau

Lembaga non Departamen di lingkungan

Kabinet. Bidang tugas Komisi-Komisi di DPR

adalah sepertidiuraikan di bawah ini.

Komisil mencakup bidang pertahanaa

' hubungan luar negeri, intelijen,

dan infonnasi.

Komisill mencakup bidang pemerintahan

dalam negeri, otonomi daerah,

aparatur negara dan agaria.

Komisi III mencakup bidang hukum dan

perundang-undangan, hak asasi

manusia dan keamanan.

Kornisi [V mencakup bidang pertanian,

perkebunan, kehutanan, kelautan,

perikanan,&n Pangan.

KonisiV mencakup bidang perhubungan,

telekomunikasi, Pckujaan

umum, perumahan rakYat, sola

pembangunan Pedesaan dan

kawasaR tertinggal.

Komisi VI , mencakup bidang perdagangan,

perindustrian, investasi,

Komisi VII

koperasi, usaha kecil dan

menengah, dan badan usaha

milik negara (BUMN). 
I

mencakup bidang enogi dan

sumberdaya mineral, riset .dan

teknologi, serta lingkungan

hidup.

mencakup bidang agama, sosial,

dan pern berday-aan perempuan.

.nencakup bidang

.f;ependudukan, kesehatan,

tenagakerja &n transm igrasi,

mencakup bidang pendidikan,

pemuda, olah raga, pariwisata,

kesenian dan kebudayaan.

mencakup bidang keuangan,

pgrencanau pembangunan

nasional, perbankan dan

lembaga keuangan non bank.

Komisi VII

KomisiIX

ItumisiX

Komisi XI

Mitra kerja Komisi lX DPR di

lingkungan pemerintahan terdiri dari :

a. Departemen Kesehatan,

b. Departemen Tenagakerja dan

Transrnigrasi,

c..,Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN),

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM)

l$ li*oiidiff fd;t tlr i4iiit
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Konvensi No. E8 tahun 1948 tentang

Pargerahan Tenagakerj a;

Konvensi No. 106 tahun 1957 t€ntang

Istirahat Mingguan di Sektor

Perdagangan dan Perkantoran;

Konvensi No. 120 tahun 1964 tentang

Higene Perusahaan di Sektor

Perdagangan dan Perkantoran.

c. Undang-Undang Ketenrgakeriran

Di bawah ini dicantumkan beberaPa

Undangundang yang sangd'penting di bidang

kcenagakerjaan:

l) UU No. 13

Ketenagakcrjaan;

tdrun 2003 totang

2) UU No. 3 tahun l95l tentang Pengawasan

Ketenagakerjaan;

3) UU No, I tahun 1970 t€ntang

Keselamatan Kerja;

4) 'UU No. 3 tahun

Sosial Tenagakeria;

5) UU No. I I tahun

Pensiun;

6) UU No. 2l tahun 2000

Pekerja;

tentang Serikat

7\ UU No.2 tahun 20M tentrang Pcnyelesaian

Perselisihan Hubungan lndustriah

E) UIJ No. 39' tahun 2004 tentang

Perlindungan Tenagakerja ke Luar Negeri;

9)' UU No,'40 tahun 2004 lentang Sistem

' Jaminan Sosial Nasional.

6. Struktur l{abinet

Sejak tahun 2901, Indonesia'telah mulai

melaksanakan pemerinahan otonomi

daerah di tisgkat katupaten dan. kota

yang menuntut penyesuaian di bidang

struktur pemerintahan. f,hpartemen-

departemen dan Kernenterian dalam

Kabinet sekarang ini dikelompokkan

,dalam 4 golongan di bawalr ini :

a. Menteri'trfuordinltor,

l) Menteri ' Koordinator Bidang

"" .' €',''Iblitik,,Hukurn dan Keamanan;

2) Menteri Koordinator Bidang

3) Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan RakYat.

b. Departemen yang memiliki Kantor

Daereh di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

l) Departemen Keuangan,

2) Departemen 'Hukum

AsasiManusia,

3) Departemen Pertahanan,

4) Departemen Agama,

c. Dcpartemen tanPi Kantor Deerah:

I) Departemen Dtlam LuarNegeri,

2) Depaltemen Luar Negeri,

1992 tentang Jamiaan

1992 tentang Program

dan Hak

t1 tMO HU,qn Vol .2 f *ttt VUl, zffi



3) Departemen, Energi',

Sumberdaya Mineral,

4, Departemen"Perindustrian,

, 5) Departemen Perdagargan,

,6) DepartemenPertanian,

,7.) Departeinen Kehutanan,,

8) Departemen Perhubungan,

,9) Departemen Kelautan

- Perikanan,:

l0) Departernen

Transmigrasi,

,Tenagakerja -:dart

I l) Departemen.Pekerjaan Umurn,

12)' Departemen Kesehaian,

I 3) - : Departemen Pendidikan, Nasional,

14) Departenren Scsial,

15) Departemen Kebuday,aan dan

Pariwisata.

Kementerian Tanpa Portofolio

t), Meateri Sekrotaris.Negara, ..

2) Menter,i Negara Riset dan

Teknologi,

3) Menteri,. Negara, Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah,

4) Menteri Negara Lingkungan

Hidup,

5) Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan,

6), Menteri Negara , Peraber.dayaan

Aparatur Negara,

7) Menteri Negar* Pembangunan

Daerah Tertinggal,

Rakyatr, ,. .i

l2) Menteri Negara Pemuda dan Olah

-,'Raga....',.

, Jaks' Agung sstingkat. dengan

Menteri Negara. Setiap , Departemen,

dengart- atau tanpa kantor daerah, disusun

menurut struktur organisasi, , yang

sotogorn.,. Misi, setiap Departemen

dilaksanakan oleh beberapa,,Direktorat

Jen@ral.,,Setiap Firektorat Jenderal

terdiri dari beberapa, Direltoral, dan

setiap. Direktorat terdiri,, dari beberapa

Sub Direktorat. Setiap DirEktoat

Jenderal dirfukung oleh satu Sekretariat

Direktorat Jenderal yang terdiri dari

bebcrapa,Bagian,

Dukungan' sumberdaya manusia

dan fasiilitas ,prkantoran , disediakan

melalui Sekretariat Jenderal yang terdiri

dari::beberapa Biro. Setiap Biro terdiri

deri . beberapa Bagian. .Pengawesan

internal di setiap Departemen

dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

dan

tM0HWNVot.2TahunWl,2N6 18



Departeinen dan Kerrenterian lainnya

tidak rn€mpunyai kantor tersendiri

sebagai unit pelaksana daerah. Fungsi-

fungsi mereka dilaksanakan oleh unit-unit

yang menyatu dengan atau di bawah

perintah Pemerintah Daerah di provinsi

dan di kabupaten/kota.Masihg-masing

Kementerian terdiri dnri beberapa Deputi,

di dukung oleh satu Sekretaris Jenderal;

Misi setiap Kernentedan dilaksanakan

oleh unit yang terkait sebagai bag,ian

terpadr- 'dmi' pemerintah provinsi dan

kabupatenftota.

Beberapa Departemen mempunyai Badan

Penelitian dan Pengenrbangpn'(Litbang)

yang setingkat dengan Direktur Jenderal,

Sekretariat Jenderal dan lnspektur

Jenderal. Beberapa Departemen atau

Kementrian hanya memPunYai Pusat

Litbang yang setingkat dengan Direktur

dan Kepala Biro.

Sebagaimana dikemukan di atas

terdapat 4 Departemen yang mempunyai

unit pelaksana berupa kantor daerah di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Prot DR. Payuvr,t g'pn*1ffi, leU
Affi Petffi llrrrn rfut f*w &lsa EIdaE &nbenlqa Hawia

l9
'r{Fb,{fi4*i 
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Untuk DKI Jakarta yang memiliki lebih

dari satu Pengadilan Negeri, maka

Pengadilan HI yang dibentuk untuk

pertama kati adalah Pengadilan HI pada

i PN Jakarta Pusat fasrr5e aaPPHq.

Dalam hal di ibukota provinsi

terdapat PN Kota dan PN Kabupaten,

maka Pengadilan HI menjadi bagian PN

Kota. Untuk menjamin pnyelesaian yang

cepat, tepat, adil dan biaya ringan, PPHI

melalui Pengadilan HI, dibatasi proses

dan tahapannya dengan tidak membuka

kesempatan untuk mengajukan upaya

banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan HI yang memeriksa

dan mengadili PPHI dilaksanakan oleh

majelis hakim yang beranggotakan tiga

orang, yakni seorang hakim PN dan dua

orang hakim ad-hoc yang'pengangkatan-

nya diusulkan oleh SP dan OP.

C. PROSES PEI\TYELf,SAIAN

PERI(ARA

Proses penyelesaian perkara pada

tingkat Pengadilan Negeri seperti berikut

ini.

1. Pencatatan Gugatan

Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak

mencapai kesepakatan, salah satu pihak

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

HI.

Gugatan diajukan kepada

Pengadilan HI yang daerah hukumnya

iputi tempat pekerja bekerja. Untuk

yang melibatkan lebih dari satu

gat, dapat diajukan secara kolpktif

peimberikan kuasa khusus.
t\

Sampai pada iingkat pencacatan gugatan

ini, penggug$t dapat sewaktu-waktu

mencabut gugat4nnya. Surat gugatan yang

iajukan oleh penggugat, dilampiri

risalah penyelesaian, atau bukti

uplyq perundingan telah

ilakukan, namun tidak berhasil, sebagai

rukti telah dilakukan upaya penyelesaian

luar pcngadilan. Karena gugatan yang

dilampiri dengan risalah

akan dikembalikan kepada

(Patal t3 ayd (I) AAPPH0.

Surat gugatan yang telah lengkap

dimaksud, didaftarkan pada Sub

Kepaniteraan Pengadilan HI setempat.

Panitera atau panitera,pengganti mencatat

surat gugatan dimaksud dalam daftar

khusus yang memuat:,.$ nama lengkap

dan alamat atau tempat kedudukan para

pihak, b) pokok-pokok persoalan yang

menjadi perselisihan atau objek gugatan,

dan c) dokumen-dokumen, surat-surat

dan hal-hal lain yang dianggap perluroleh

penggUgat @asd ?S ayat (I) batb h dan Pasal t3 ayu

Q) AUPPflI),
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Panitera muda sub kepaniteran

Pengadilan HI, akan meneliti berkas

perkara dan menetapkan rencana biaya

perkara yang harus dibayar oleh

penggugat sebagai panjar. Selanjutnya,

penggugat/para penggugat akan dimintai

panjar biaya perkara, guna kelancaran

pelaksanaan jalannya persidangan, seperti

biaya pemanggilan para pihak, saksi, atau

pemberitahuan lainnya oleh juru sita.

Namun, apabila gugatannya bernilai

kurang dari 150 juta rupiah, penggugat

tidak dikenakan biaya perkara. Semua

biaya perkara, termasuk biaya eksekusi,

terhadap gugatan yang nilainya kurang

dari I50 juta rupiah tidak dibebankan

kepada para pihak yang berperkara pasrr sf

Setelah hari sidang pertama

ditetapkan, selanjutnya dilakukan

pemanggilan para pihak (Relaas, Risalah

Panggilan, atau Exploit). Tenggang waktu

pemanggilan dengan penetapan hari

sidang minimal tersedia tiga hari kosong.

Dalam perkara perdata umum,

pemanggilan dilakukan oleh jurusita.

Panggilan disampaikan kepada para pihak

langsung di tempat tinggalnya ma.sing-

ditandatangi oleh penerima

panggilan dan jurusita.

sidang dilakukan secara sah apabila

disampaikan dengan surat panggilan.

ke,pada para... pihak di alamat teqlpat

tinggalnya atau apabila tempat

tidak diketahui disampaikan di tempat

kediaman terakhir. Apabila .pih4k, yang

dipanggil tidak ada di- tempat tinggalnya

alau tempat tinggal ftcdiaman terakhir,

sura! .pgggila4 disampaikan melalui

kepirl'a kelurahgn atau kepala desa yang
.:. ;'

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

pihak )ang dipanggil atau tempat

kediaman yang terakhir. Penerimaan

.surat panggilan oleh pihak yang dipanggil

sendiri atau melalui orang lain dilakukan

dengan tanda penerimaan. Apabila

tempat tinggal maupun tempat kediaman

terakhir tida[ dlkenql, supt panggilan

ditempelkan pada tempat pengumuman di

gedung Pengadilan HI yang memeriksa

perkaranya tasalss ay4 Q) s/d{5) UUP\HD. .

b, Sita jaminan : .

' Pda prakteknya,

.pcrygugat,'dalam gugabnnya

,rneng4in*an: p€nnohonan

pihak

selalu

untuk

dibuat berita acara dilakukan sita i
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, Panitera .iloda sub kepaniteran

Fengadilan HI, akanl meneliti b€rks

perkara'&n rnenetapkan rencana,biaya

perkam .'yang harus dibayar oleh

pe€gugat' sebagai paniar. Selanjunyq

pcnggugat/para penggugat akan dimintai

panjar biaya perkara, guna kelancaran

pelaksanaan jalannya persidangan, seperti

biayapemanggilnn para pihak, saksi, atau

pemberitahuan lainnya oleh juru sita.

Namun, apabila gugatannya bernilai

kurang dari 150 juta rupiah, penggugat

tidak dikenakan biaya perkara. Semua

biaya perkara, termasuk biaya eksekusi,

terhadap gugatan yang nilainya kurang

dari 
,150 

jula rupiah tidak dibebankan

kepada para pihak yang berperksrl (Prsrt sE

UUPPHIL

a PemanggilanParaPihak

Setelah hari sidang pertama

ditetapkan, selanjutnya dilakukan

pemanggilan para pihak (Relaas, Risalah

Panggilan, artarn Exploit). Tenggang wakfu

pemanggilan dengan penetapan hari

sidang minimal ten*edia tiga hari kosong.

Dalam perkara perdata umum,

pemanggilan dilakukan oleh jurusita.

ditandatargi , oleh

.pqrggilan den jurusita.

penerima surat

. .:Permnggilan untuk datang ke

si&ng "dildtukan ' rccara'' sah apabila

disampaikan' .dengan -surat pang$lan

kepada.pera pihak di alamat t€Nnpet

tinggalnya atau apabila tempat tinggatnya

tidak dikeahui disampaikan di tempat

kediaman terakhir. Apabila pihak yang

diprrnggil tidak ada di tempat tinggalnya

atau tempd tinggal kediaman' terakhir,
.i

surat panglilan disampaikan melalui
i : .'

kepala kelurahan atau kepala desa yang

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal

pihak y4ng dipalggil atau tempat

kedianan yang terakhir. Penerimaan

surat panggilan oleh pihak yang dipanggil

sendiri atau melalui orang lain dilakukan

dengan tanda penerimaan. Apabila

teiqpat tinggal maupun tempat kediaman

terakhir tidak dikenal, surat panggilan

ditempelkan padatempat pengumuman di

gedung, Pengadilan HI yang memeriksa

prkaranya Pasat ss aya A) s/d (5) UUPPtil).

b. $itajarnhan

Pada prakteknya,

penggugat, dalam

rndngajukan' permohonan

dilakukan siajaminan.

pihak

seilalu

untuk
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Pefirio{ronbn sita dilakukan karena I -,Tujuan penyitaan',:.r'eVindikator

adanya keadaan :nrendesak;' ,sbhi*gga ldimalesudkail , agar penggugat . dep#

diperlukarr:tindakan sedemikian.rupa agar i merryemleh haknya kembali ata$

krgugat tidak ,melakukan, ,:perhra*m l barangnya yang h'rada ,,pada -terlgul

ourEw: /ang: ,ak&:,,dapat , merugikan lt"tgog*t. Sita revindikator..hanya'{gpat

parggugafu, dengan eara rnengalihlcan I dilshlkan t€rhadap barang bergerak milik

menj.ual , ataupun mpmindahtangankan I penggugat yane dikuasai oleh terqugat.

barang yang dituntqt untuk dijadikqn I Apabila hendak dilakukpn,per$ohonan

jaminan, kepada orang lain., Sita jaminap 
I sita revindikator,,, supaya dipantumkan
i

dapa!, - ,berupa . Sita Revindika@1 
| 

denSan dengan jelas, tggas dan terpqrinci

(feuindicaloir Beslag) daq Sita 
ijeds baralr,g yang akan 

-disita, 
dengan

Konservator (Consematoir Beslag) rparar I penyebutm ciri-cirinya. Permohonan sita

226 227 HIn doa Pasd 2e, 261 RBg).

Pengajuan permohonan

t"oi4$k"tor yang dikabulkan, ' tidak
].': l:'

memindahkan barangnya secara fisik,
.t

jaminan dalam gugatan PPHI juga dapat i karena barang yang dikabulkan untuk
' r. I .

dilakukan. Khususnya apabila ada I disia tetap berada ditangan tergugat.
I

tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan I Penyitaan itu dilakukan hanya dalam
I

putusan seia. Apabiia selama pdindriksaan 
I 
bentuk p€nepatan oleh majelis' hakim,

rcrtgt"t" misih:'bertangsung'' dirctapkaa I yung menangani perkara dimaksud.

adanya putusan sela dan tidak I Penyitaannya dilakukan oleh

dilaksan'akan 'oleh 'pengusaha, 'hakim !panitera/jurusita PN,''dengan disaksikan

ketua''siitang' dapirt' mernerinfahkan' iita I oleh dua orang saksi.'

jaminan :' dala'ln r setluah' penetapail ' ':Apabila dalam $dang selanJutnye

perigadilan l{I. ,;Putusan-' sela' dan |$gatan p€nggugat,:,dikabulkan.Irnt$k

penetapan sita jaminan, tidak,.,:@t Iseluruhnya, maka amar.,puttrsan,;hakin

diajukan perlawanan danlatau tidak dapat I tsntanS sita rcvindikaler diny,atakan.sJah

digunakan upaya hukum, $atd'e6.Na O I dan berharga, sehingga tergrryat dihukugr

a,uFprr4. ,: : iuntuk mcnyerahkan barang teqsebut

1I, SitsReviadihtor . . lkepada penggugat. Fila gugstan ditol.alq
i

P,crmintaan . sita, revindikator dapA I sita revindikator akan diangkat/dicabut.

dilakukan baik secara lisan aau tertulis. I O"trt hal gugatan dikabulkan r

rvFo ltt (t'r fot, 2 Tffin WIt, zffi %



sia revindikator hanya' untuk barang- [ mengalihkan atau mehjaminkan: tana'h

barang' yang dikabulkan dan yang I yang disita dimaksud. Semua tindaken

dinyatakan syah dan berharga, sedangkan I tersita yang bertentan$an dengan

urttuk ,barang lainnya perinthh I larangan dimaksud, batal demi' hukum

perlyitaannya akan ditngkat. (mtll and wid1. Sedangkp barang yang

2)'SlhKome,vrtor ' I disita, tetap b€rada ilibdwah kekuasaan
I

Permintaan sita'konservator juga I tergugal Penyliaan itu dilakukan hanya

dapat,dilakukan baik' secara lisan atau I dalam bentuk penepatan bleh majelis

tertulis. Tujuan penyitaim konselator i hakim, yang tnenangani 'perkara

dimaksudkan agar teilugat tidakl dapat I dimaksud, yant penyitnannya ditakukan

lagi melakukan perbuatan untuk I obh panitera{urusita, yang disaksftan

menghilanglian barang guna memenuhi I oleh dua ''onng saksi $E MA nonnr

kewajibannya kepada : penggugat. Sita I wnnwwretzt.

konservator dapat dilakukan terhadap Apabila' kemudian gugatan

barang bergerak maupun barang tidak I penggugat dikabulkan untuk siluruhhya,

bergerakrmilik penggugat yang dikuasai !amar 
''putusan ' hakim '' tentang sia

oleh tergugat. Tidak boleh dilakukan sita I revindkator dinyatakan syah dan

konservator atas barang-barang yang I berharga. Apabi'la gugatan ditolak (ntul

dipergunakan untuk menjalankan I owan;leltjke verHaard), sita kohi$rvator

perusahaan tergugat eutusan MA lvo",or i akan diangkat/dicabut. Dalam hal

26r6tp/,ett). I gugatan dikabulkan sebahagian, sita

Apabila hendak dilakukan i konservator tidak dapat dilakukan, dan

permohonan . sita konservator, terhadap I perintah penyitaannya akan diangkat. Sita

barang tidak bergerak milik t€rgugat, i konservator yang merupakan sebuah

beberupa tanah, supaya dicantumkan I rumah"atau sebidang tanah, tidak dapat

dengan dengan.ielas, tegas dan terperinci I dilakikan 'sebahagian, tetapi harus

luas dan batasny4 dan tanah dimaksud I dilakukan sebagai satu kesatuan.

benardenar dikuasai oleh tergugat. | 2. Proses Persidangan

Sebagai akibat d*ri penyitaan dirnaksud, I Dalam proses persidangan; mungkin"para

maka sejak tanggal pendaftaran sit4 pihak I pihak langzung ' hadir pada 'sidang

namun tidak jarang terjadi salahtersita di untuk
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$atu pihak tidak hadir, baik penggugat

,maupun tergugat. Apabila parapihak telah

hadir, sidang. , dimulai ketalrapan

sela.njutny4 yaitu melakukan up€ya

pe,rdamaian, Bila upaya perdamaian tidak

berhasil, dilanjutkan dengan aear:a

pemeriksaan, yang mu4gkin dilakukan

dengan acara cepat.atau acarabiasa. .

Dalam acara pemeriksaan di.dalam

pcrsidangaq dimulai dengan pembacaan

gugatan, selanjutnya tergugat diberi

kesempatan untuk menjawab gugatan,

yang dilajutkan dengan tanggqpan

pengugat atas jawaban tergugat. .Tergugat

dlberi kesernpatan sekali lagi untuk

memberikan jawatan. Apabila para pihak

tidak lagi saling, ingin mem,berikan

penjelasan atau tangtisan, &ara

selanjutnya melakukan pembuktian dari

p€nggugat , atau .tergugat. Bila perlu

dimintakan kesaksian .dari saksi, ahli

mengenai perkara dimaksud. .Setelah

acara pembuktian I para pihak akan

mengambil kesimpulan, yong biasanya

untuk kepentingannya. Setelah para pihak

menyampaikan kesimpulannya" majelis

hakim mengambil putusan atas

perkaranya. ,,

a, Kehadiran Para Pihak

Apabila . salah: satu pihak,. atau para

pihak tidak dapat menghadiri sidang,

,ketua majelis .hakim menetapkan ,hari

.sidang, berikutnya. , ,Hari , sidang

berikutnya ditetapkan .dalam waktu

selambat-lambatnya tujuh hari kerja

terhitung sejak tanggal .penundaan.

Penundaan sidang dimaksud dapat

diberikan sebanyak-banyaknya dua ka.li

penundaan efrrat 93 uuPpilr).

,1) ,TidckHadirnya Penggugat , ,. ,

Dalam hal penggugat atau kuasa

hukrimnya yang sah setelah dipanggil

s.ele$,patuf tidak hadir di P*ngadilaq

.. . pada sidqng penundaan terakbir, ataq

setelah dilakukan dua kali penundaan,

gugatannya dianggap gugur, akan

ietapi pgnggugat berhak mengajukan

gugatannya;sekali lagi posor e1 ayrl (r)

UUPPHI).

3) Tidak Hadirnya.Tergugat . : ,

Apabila yang tidak hadir memerruhi

panggilan adalah tergugat atau kuasa

hukumnya yang sah setetah dipanggil

. seoara patiit sebanyak'tiga kali, tetap

tidak datang menghadap Pengadilan

pada sidang penundaan terakhir,

maka majelis hakim dapat

memeriksa dan memutus perselisihan

tanpa dihadiri tergugat (putusan

verstek) (tuat 91 aya (2) ctuPPnr).

e6tiFdrunfr95,,& ftfiril tt{t sffi



*:*-I:l,.@! -;4!aft'!:#dt

4) ParaPihakHrdir

Pada sidang Pertama mungkin

para pihak hadir di persidangan. Apabila

para pihak hadir, maka persidangan yang

pertama dimulai dengan acara

pemeriksaan. Selanjutnya majelis hakim

al6an menganjurkan penyelesaiqn secara

damai, bila perlu membantu perundingan.

Sidang majelis hakim terbuka untuk

umum, kecuali majelis hakim menetapkan

lain. Setiap orang yang hadir dalam

persidangan wajib menghormati tata tertib

persidangan. Setiap orang yang tidak

mentaati tata tertib persidangan setelah

mendapat peringatan dari atau atas

perintah ketua majelis hakim, dapat

dikeluarkan dari ruang sidang.

b. Acara Pemeriksaan

7) Upaya Perdamaian

Dalam proses perkara, yang mengatur:,:
hubungan hukum dan kePentingan

perseorangan, baik sebagai pribadi

maupun sebagai badan hukum, apabila

terjadi pertikaian diantara para pihak,

pada penyelesaian di semua tingkatan,

selalu dikedepankan upaya penyelesaian

melalui pCrdamaian. Penyelesaian secara

damai diyakini paling memuaskan dan

memenuhi rasa keadilan para pihak yang

berpbikad;, Hukum ketenagakerjaan juga

menganut asas yang sama.

Dengan hadirnya para pihak memenuhi

panggil?n, sr{ang dapat dlmulai. Setelah

menempuh prosedur, identifikasi para

pihak yang berperkara. secara lengkap,

masing-masing pihak diberi kesempatan

untuk meneliti bukti diri ataupun kuasa

para pihak, diteliti oleh para pihak sesuai

dengan aslinya.

Langkah pertama yang dilakukan hakim

dalam memulai persidangan pertama

adalah, menganjurkan dan mengusahakan

perdamaian diantara para pihak yalg

berperkara. Tujuan dilakukannya upaya

perdamaian, untuk; (a) memperbaiki

hubungan para pihak yang bersengketa,

(b) menghasilkan kesepakatan, (c)

kompromi dalam kesepakatan mamPu

menyelesaikan kepentingan yang berbeda

(conflic of intererest), dan (d)

menyelaraskan tindakan dan kepen-

tingan untuk masa depan bersama gosa tso

HIR dan 151 RBg dan M. Yahya Harahap datott Llttk

Mulyffi'iln4.

Upaya perdamaian dapat dilakukan, di

dalam atau di luar persidangan.

Perdamaian yang dilakukan diluar

persidangan tidak melibatkan hakim.

Apabila dapat dilakukan perdamaian,

berdasarkan hukum ac?ra Perdata,

perdamaian tersebut dibuatkan Akta

Perdamaian, dalam UUPPHI disebut

dengan Perjanjian Bersama (PB).
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PB sekurang-kurangnya memuat: (a)

nama lengkap dan alamat para pihak, (b)

tanggal dan tempat perundingan,' (c)

pokok masalah atau alasan perselisihan,

(d) pendapat para pihak, (e) kesimpulan

perundingan, dan (f) tanggal serta

tandatangan para pihak yang melaklkan

perundingan (Pasat 6 dan 7 ayat (t) uippny.

PB dimaksud mengikat dan menjadi

hukum serta wajib dilaksanakan oleh para

pihak. Selanjutnya PB wajib didaftarkan

oleh para pihak yang melakukan

perjanjian kepada Pengadilan HI di

wilayah para pihak mengadakan PB. PB

yang telah didaftar, diberikan akta bukti

pendaftaran dan merupakan bagian yang

ti{ak terpisahkan dari PB.

Apabila FB tid{ dilaksanakan

oleh salah satu pihak, pihak yang

dirugikan dapat mengajukan permohonan

eksekusi kepada Perrgadilan HI di wilayah

PB didaftar untuk mendapat penetapan

eksekusi. Apabila pemohon eksekusi

berdomisili di luar PN tempat pendaftaran

PB dilakukan, pemohon eksekusi dapat

mengajukan permohonan eksekusi

melalui Pengadilan HI di wilayah domisili

pemohon eksekusi untuk diteruskan ke

Pengadilan Hl yang kompeien

melaksanakan eksekusi.

Dengan demikian dalam PPHI, meskipun

perdamaian ditakukan diluar pengadilan,. .- ':
apabila dilakukan sesuai' defigrin tata :cara'

dan pefsyaratan' yang ' dit€nttkeii,'

perddrnaiari 'itu mempunyai keRuataii"

eksekutorial p^a z uuwnq.

Berdasarkan Hukum Acara Perdata,

apabila perdamaian dilakukan di depan

pesidangan, hakim dapat ikut campur

dalam perdamaian itu, dan bila belhasil

dibuatkan akta perdamaian (acte van

vergetijkli'yang dibuaf oleh para pihak,

yar,rg.kekuatan hukumnya sama dCngan

putusan hakih. Sebagai konsekwensinya,

dengan terjadinya pedamaian dimuka

hakim, apabila salah satu pihak ingkar

janji, perkaranya tidak dapat lagi

dilakukan gugatan ke PN, akta
. ..- .;.:.:.1r ,.:... :.''

perdamarannya juga tidak dapaf di-

banding/kasasi, karena telah mempunyai

kekuatan untuk dapat dieksekusi (purusan

MA Nomot 975 IOSI/197i tanggal 19 Februail 1976).

1) Macam-macamBeracara

Dalam PPHI, ditetlRkan ada dua

ma:am acara yang dapat dilakukan, Yaifu

dengan acara cepat atau dengan acara

biasa.

a)..Deagaa Acara Cepat

Apabila terdapat kepentingan para pihak

a-*{*!*tt*"f *ltt-lt*":ntl'ak-v-,?F-g--.".9*le-}P,

I
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mendesak yang harus dapat disimptilkan

dari alasan-alasan permohonan dari yang

berkepentingan, para pihak dan/atau salah

satu pihak dapat memohon kePada

Pengadilan HI supaya Pemeriksaan

scngketa dipercepat. Dalam jangka *aktu

tujuh hari keda setelah diterimanya

permohonan dimaksud, Ketua PN

mgngeluarkan penetapan tentang

dikabulkan atau tidak dikabulkannya

permohonan tersebut. Terhadap penetapan

dimaksud tidak digunakan upaya hukum

(Pasd 9t AAPPHI).

Dalam pemeriksaan dengan s€cara

sepat, Ketra PN dalam jangka waktu

tujuh -hari kerja setelah dikeluarkannya

panetapan dirnaksud, menentukan majelis

hakim, hari, terrpat, dan. waktu sidang

tanpa melalui prosedur pemeriksaan.

Yang dimakstid dengan pemeriksaan

disini, tentunya pemeriksaan atas

kelengkapan dan persyaratan formal atas

berkas perkara, misalnya kompetensi

relatif, bukti telah dilakukan perundingan

atau konsiliasi/mediasi, kelengkapan

gugatan, kuasa khusus para penggugat.

Tenggang waktu untuk jawaban dan

pembuktian para pihak dalam acara

pemeriksaan secara cepqt, ditentukan

tidak melebihi 14 hari kerja pasat aI s/dEl dan

PtaI 9) AAPPHI).

,bf,Dcngan Aeare Bias*

,p1f,gpg p€rreriksaan dengan acara biasa,

dilakukan dengan penetapan majelis

hakim oleh ketua- pengadilan. Dalam

waktu selamba't-lambatnya tujuh'hari

kerja sejak, diteapkan, ketua majelis

hakim lprus sudah melakukan sidang

pertama, Pemanggilan untuk datang ke

sidang dilakukan secara sah menurut

ketentuan hukum acara.

Apabila dalam persidangan pertama,

secara nyata-nyata pihak pengusaha

terbuk{i , tidak melaksanakan

kewajibannya, berupa melakukan

tindakan skorsing dalam proses PFIK dad

tidak membayar upah dan hak-hak yang

biasa diterima pekerja, selama prcses

perkaranya berlangsung, hakim ketua

sidang menjatuhkan putusan sela berupa

perintah kepada pengusaha untuk

menrbayar upah bese*a hak hak lainrrya

yang biasa diterima pekerja yang

bersangkutan. Putusan sela,dimaksud

dapat dijatuhkan' pada hari prsidangan

'ilu.,juga atau pada ,hari persidangan

kEdua. Dalam hal selama pemeriksaan

sengketa masih: berlangsung dan putusan

sela tidak juga dilaksanakan oleh

pepgusaha, hakim ketua sidarg

memerintahkan sita jaminan dalam
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Putusan sela darr :pe,netapan sia: janinan

dimaksud tidak dapat' diajukan

perlawanan dan/atau tidak upaya hukum

lainnya @asal 96 UPPHI).

3) PembaGaan Surat Gugatan

Tidak tercapainya perdamaian

diantara para pihak, dicatat dalam berita

acara persidangan. Perkara kemudian

dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan oleh penggugat. Selesai

pembacaan suat gugatan, hakim akan

menanyakan apakah penggugat tetap pada

gugatannya atau akan melakukan

perubahan terhadap gugatan. Setelah

penggugat menyatakan pendiriannya,

sidang dilanjutkan dengan mendengar

jawaban tergugat.

meftrinta penundaan sidang, unluk

nrenyusun j awaban tertu li s.

4) JawrbanTergugrt

. Dalam ' persidangan'. keduq

mcrupakan giliran tcrgugat' untuk

member{kan tanggapan atau sanggahan

atas gugatan penggugat. Jawaban tergug3t

pada umumnya berisikan: a) eksepsi, b)

mengenai pokok perkara, c) gugatan balik

(rekonvensi), dan d) permohonan

(petitum

a). Eksepri

Eksepsi berisikan tangkisan, sebagai

jawaban tergugrt bukan mengenai pokok

perkara, biasanya mengenai segi 
,formal

dari, surat gugatan. Pada 
,d3sarnyg

tangkisan dari tergugat biasanya terhadap

dua hal, yaitu mengenai acaranya atau

eksepsi prosesuil dan mengenai

materinya atau eksepsi material. Untuk

lebih jelasnya diuraikan seperti berikut

ini:

1). Eksepsi mengenai acaranya atau

ekseffi' prosdsuil '(proCesaecl).

Eksepsi mengenai prosezuil dapat

berupa:

(a) Tangkisan dalam hukum acara

' tentang tidak berwenangnya

. pengadilan r . secara ,absolut

(fisol*e conplentie), seiruti

:misalnya mengenai, , tidqk

berwenangnya pengadilan untuk

mengadili perkaranya karena

, . merupakan wew€narg abrolul

dari Peradilan Tata Usaha Negara

efUN) (decl vwto ire e4gptie)i

(b) Perkara yang diajgkan adatah

perkara yang telah pernah

disidangkan dan belum mendapat

penyelesaian akhir dari

pengadilan pada tingakt banding,

sehingga belum memilikl

kekuatan hukum tetap (inkracht)

t.
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2)

perkara yang " telah Pemah

disidangkan dan telah memiliki

kekuatan' hukum' tetap (inbrcht),

sehingga pgrkara yang sama tidak

dapat dua kali diajukan (ne bis in

idem);

(d) Perkara yang diajukan ditolak,

karena mengandun g cacat format,

antara lain belum semua tergugat

ditarik sebagai tergugat (exeptie

plurium I i t i s c ons o rt ium'S;

(e) Penggugat tidak berkedudukan

sebagai kualitas untuk mengajukan

gugatan, karena tidak memPunYai

hubungan hukum dengan tergugat

(e xe p t i e d i s q ual ifi c at o i re) ;

(f) Perkara yang diajukan adalah

perkara' yang ada hubungannya

dengan perkara yang sedang dalam

.proses pada lembaga pengadilan

atau lembaga yang berwenang,

yang belum mendapat putusan

(e xe p t i e c onne x i t e i t) ;

(g) Perkara yang diajukan' adalah

. perkara yang belum waltunya

diajukan Qtremature\ karena

tergugat belum berakhir batas

waktr.rnya untuk berfikir (exeptie

Yan Beraad).

Eksepsi material (materiale exeptie)

Yaitu tangkisan tergugat Yang

' didasarkan pada hukum thaterial, yang

dapat berupa eksepsi 'dilator atau

a. eksepsi dilator (dilatoitire exepliell,'

yaitu berupa tangkisan yang

, , berdlsarkrm pada hukurn material

dan m€minta agar perkara jangan

diteruskair, atau ditunda.

Misalnya karena para pihak

sedang dalam proses perdamaian

yang belum selesai, atau gugatan

belum jatuh tempo;

b. eksepsi pererntor Qteremtoire

exeptie), yaitu eksepsi 
,yang,

berdasarkam hukum material

dengan tujuan untuk

men$gagalkan gugatan terhadaP

pokok perkara. Misalnya dengan

alasan kewajiban sudah dipenuhi

j : , atau tuntutan telah kedaluwarsa

b). Mengenai Pokok Perkara

Jawaban tergugat dalam pokok

perkara merupakan jawabq yang

sesungguhnya, yang merupakan inti

dari jawaban yang diberikan tergugat

at4s gugatan yang diajukan

penggugat. Tidak ada bentuk-bentuk

jawaban tertentu yang diatur oleh

ketentuan hukum, yang penting

jawaban dibuat dengan singkag

berisi, padat, dan jelas. Bentuk

.jawaban dapat dilakukan sekaligus,

dengan akibat apabila tidak diajukan

sekaligus akan gugur. Atau jawaban

dapat diberikan secara bertahap, yang

dapat menghambat cepatnya jalannya
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Demi kepentingan para pihak yang I fakta baru, sehingga tergugat
.,it
'i borkara, sepaniang dalg1n pemeriksaan, I berada pada pihak ySxg .,benar.

'ljawaban dapat saja diaiukan, dengan tetap I Misalnya tergqgat memang tidak

I menjaga kelancaran persidangan'pasat ltl ' dapat merncnuhi kewajibamya sesuai

dengan yang diperjanjikan,. akan

tetapi hal itu terjadi karena adanya

keadaan memaksa (overmacht), atau

tergugat dinyatakan pail it.

e). Gugatan Balik (Rekonvensi)

, Pada waktu menjaw4b,,:gugatan

penggugat, tergugat dapat pula

melattikan gugatan b,alik (gugatan

rekohSensi). Gugatrin balik' dapat

' dilakukan secara tertulis atau tisan,

sepanjang hal itu dilakukan sebelum

dilakukan pemeriksaan mengenai

pembuktian. Gugatan balik dilakukan

bersama-sama dengan jawaban, dan

'kedua perkana' tesebiit dis€lesaikan

bersama-sama dalam satu putusan,

sepanjang tuntutan dalam gugatan

balik tidak melampau! kewenangan

hukum majelis hakirn yang

: memerikss perkara. Pada dasarnya,

gugatan balik dapat dilakukan dalam

semua perkara, kecuali dalam hal:

2) Penggugat rekonvensi'bertindak

dalam kualitas tertentu, sedangkan

gugatan balqs4n ditujukan

terhadap diri pribadi penggugat

atau sebaliknya;

I oyot (tl Rv, Rcftowulan, 19E3, dan'sadhno l1ettokusamo,

i l) Menyangkal

2tB2). .

Jawaban yang diberikan tergugat

mengenai pokok perkara inii dapat berupa

menyangkal, mengakui, atau

mengemukakan fakta baru.

Bentuk sangkalan itu adalah menolak

gugatan tergugat, atau tidak

sependapat dengan penggugat, dan

menolak dalil-dalil yang diajukan

penggugat. Argumentasi sangkalan itu

biasanya didasarkan pada bukti otentik

yang dimikili tergugat, yurisprudensi,

atau pendapat para ahli (doktrin) po'ot

lI3 Ru).

2),,.M.u*n*
Ada kalanya dalirm mengaiukan

jawaban, tergugat secara jujur

mengakui kebenaran gugatan,

walaupun hal itu mungkin tidak

dinyatakan secara tegas dalam

jawaban tertulis. Selanjutnya tergugat

biasanya'menyerahkan kepada majelis

hakim untuk mengambil kebijakan

dalam putusannya.

3) Mengemukalon Fakte Baru

Delarn memberikan jawaban daPat

pula terjadi tergugat mengemukakan
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dalsm konvensi tidak' bcrwenang

untuk' momeriksa gugatan dalam

rekonvensi;

3) Ferkara yang digugat rekonvensi

adalah perkara Prselisihan

pclaksanean putusan

4) Gugaan rekonvensi tidak

dilakukan pada tingkat

'pemeriksaan di PN ftut , t32 ika Psat

: : : lj7.dta IfE RBd,

d). Permoho nn (Petitam)

Permohonan merupakan

kesimpulan dari hal-hal yang diajukan

tergugat dalam jawabanya. Pada intinya

adalah, meminta agar majelis hakim

mengambil putusan dengan menolak atau

membenarkan gugatan. . Tidak ada

ketentuan mengenai bentuk dan' susunan

pcnrohonan dari t€r,gugat. Dalam

prakteknya ada yang melakukannYa

dengan sekaligus. ' Dapat dilakukan

dengan membagi jawaban, secara primer

menolak seluruh grigatan penggugat dan

subsidair, apabila majelis hakim

berpendapat lain, mohoti kiranya diputus

dengan seadil-adilnya (Ex Eque et bono\.

Dapat juga dilakukan dengan

memisahkan, mernbagi" permohonirh

dalam dalam eksepsi, dalam pokok

perkara, dtrn dalam rckonvensi.

Tanggapan penggugat, (roPlik),

rncrupakan' .. jawaban kcmbali atas

jewaban terguget sebagai, jawaban

balmn dari penggugat atas scgala

sesuirtu, hal leng disampaikan oleh

terguggt datarn jawabnnya. Baik yang

benrpa' eksepsi; mengenai pokok perkara,

rekonvensi, rilouptrn pelitum dari

t€rgugat. -',Dalam jawaban rgkonvensi,

pengugat menjawab sobag*i Frgugat

dalam rekonVensi Pasal l12 ncghna,t op de

ncdttvetodedng). , ::

6) Ta4ggapan Tergugat (Duptik) .

Oalery persidangan berikutnYa

(kptigg), giliran telgugat unluk mendapat

kesempatan .menjawab untuk kedua

kalinya (duplik). Dalam jawaban kali ini,

tergugat diberi kesemPatan untuk

menjawab roplik dari tergugat. Dengan

demikian isi jawaban kedua, merupakan

tanggapan atas replik dari penggugat.

7) Pembuktian

a). Pembuktian Oleh Penggugat

Setelah para pihak masing-masing diberi

kesempatan beradu argumentasi melalui

replik dan duplik, pada acara selanjutnya

biasanya kesempatan diberikan kepada

penggugat untuk menyampaikan alat

bukti.
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b). Pe*ih,tfrien' Oleh,Tergugat,:

, - Demikan juga, :tergugat: mendapat

kesempatan yang sama untuk

, . ''mengajukan , alat bukti yang dfunillki

, 'atau '/ang ingin diajukan, ,setrelah

, penggugat rncngajukan alat buktinya.

Pembuktian ole*r tergugat tentunya

. :untuk menyanggah, keterangan' atau

bukti yang dialukan'brgugat; s€petri

misalnya rninta ', untuk ' dapat

dihadirkan saksi.. : :

t) Pemanggilan Saksi

Untuk memperkuat argumentasi para

pihak, biasanya' mereka''mengajukan

saksi-saksi untuk di dengar keterangannya

di muka sidang. Atau'dtrpat pula maminta

keterangan dari saksi ahli, misalnya
:

pegawai pengawas keteiragalierjaan,

mediator atau konsiliator yang telah

menengahi perkaranya pada tingkat

penyelesaian di luar pengadilan.

a). Saksi

Majelis hakim dapat memSnggil saksi

atau saksi ahli untuk hadir di

persidangan ,EUna diminta dan

didengar keterangannya. Setiap orang

yang dipanggil untuk menjadi saksi

atau saksi ahli berkewajiban untuk

memsnuhi panggilan dan memberikan

kesaksiannya di bawah sumpah.

Barang ' siapa yang ' .diminta

keterangannya' oleh ma$elis- hakim I

.gun& pfirlelidikan untuk'PPHI, wajib !

memberikannya ,,tanpa syarag 
I

teffrrasuk memb,ukakan . buttr Oun i
I

rnem,perlihatkan surati$urat yang'f

, diperlukaa:(l-'at 'eo uuPPHI), :

b). Saksi Ahli

r,' Majelis hakim,dapat plla.raemanggil

,. saksi ahli untuk, '. . dimintai

keterangannya. Dalam hal keterangan

yang diminta majelis hakim terkait

dengan seseorang yang karena

ditempuh prosedur sesuai dengan

peraturan peruridang-undangan yang

berlaku Qasat et UUPPHI).

9) Kesimpulan

Setelah proses pembuktian selesai

dilakukan oloh para pihak, dan lidak ada

bukti .yang ingin diajukan, sera.entara,

saksi' yang d iperlukan tel$, pula dide-ngqf

ketorangannya, . maeing.ingsing, pjhsk

sampai pda kcsimpulan dari hasil. selagra

percidangan berlangsung. Pada

praktcknya kesimptrlan yang dibuat olet

para,pihak.tentunya yang menguntunglen

kepemingannya.

l0) Pengrmbilan Putusan

,Apabila , para pihak tidak lagi

mcngajukan penjelasan atau, pembuktian,
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affiGiiliffiFf i,tdi' kesimPulan, maka iyaiig bersengketa'dan masyarakat;

tahapan pemeriksaan telah sClesai. Pada I karena dirasakan adil, 'benar dan'

gilirannyahakimakanimengamliilputusair i'berdasarkan 
hukum (sosioto-gi hukum)

untuk' iienyelesaian perkara.
l, (nnao s. Gol.&ia,r'ata, fui mi* na$oa zwz).

Keputusan hakirn, adatah suatu I Dalam putusan Pengadilan'HI

peinyataan oleh hakim sebagai pejabat 
I 
OitetaRtcan kewajiban yang hanrS'

yang diberi wewenang untuk itu, i dilakukan dan/atau 'hak' yang hartrs

t...
diucapkan di'persidangan dan bertujuan lCiterima oleh para pihak atau salah'satu

mengakhiri atau menyelesaiakn suatu I Rihak atas setlap ' pdnyelesaian

perkara atau sengketa antara para"pihak. I Perselisihan hubungan industrial'

Keputusan hakim merupakan suatu akte i O.t"t mengambil putusan, majelis

penutup dari suatu proses peikara Aan I nanm m€mpertimbangkan' hukum,

putnsan hakim itu disebut vonnis yang I 
perjanii.an 'yhng ada, 'kdbiasaan,' daf

memuat kesimpulan terakhir niengenai I f<CtOit"n pasat e7:aatnw'PPHD'

hukum dari hakim serta 'memuat pula i a)' Sifat Putusan

akibat-akibatn ld gubtnt dut' chttnr ttt, ri,n dan I Putusan hakim 'dapat beiStfat'putusan

Sadlkno lll crtoksumo, 2lM2). deklartrtor, konstitutif; atarl kondemnator.

: , : . :,. , .' i Ketiea sifat putusan ini biasanya
Putusan hakim yang baik, memuat dua | -

i merupakan satu kesatuan dalam putusan
persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan I .. i !:---r-'-J-'-----' l---- .. i vung diambil oleh hakim, sehingga
teoritis maupun praktis. Memenuhi 1 

-

: i penyelesaian perkarannya'len$kapidart
kebutuhan teoriti artinya, sebuah putusan,

! tuntas.
hakim itu harus dapat dipertanggung- i . , .,

jawabkan dari segi ilmu hukum, karena i 
{t)'ltusan deklarator

tidak,,iarang ptitusan dimaksud menjadi
'PutuSirn deklarator' (dectariitoir

:vonnis), adalah putusan yang bersifu
yurisprudensi' yaag' dapat merupakan

sumber hukum yang baru. sedangkan I 
meneralrenan' berupa membTtarkan atlu

i menolak, untuk menetaPkan suatu
yang dimasud dengan mernehuhi'l :'-', 

'-,':, 
. 
".- - 

i. . _,-,,. rt,r,.ts"6 ----o--- 
ilteadaan hukum yang dinyatakan oleh

kebutuhan praktis, ialah bahwa dengan i 
---

penggugat.
putusan itu diharapkan hakim , dapati! '. -,---

| 1z;: Putusan Konstitufifr - ,'t-
menyelesaikan perkara hukum yang ada | ''

dan dapat diterima oleh kedua qefaf':f FutusanKoristitutif(constitutwevonnis)'
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adalah suatu bentuk putusan yang bqryifat

menghapus bentuk suatu,keadaan hukum

yang ada dan menetapkan keadaan hukum

yang ,.baru,: Misalnya putusan yang

menyatakan ,hubungan kerja antara

pengusaha dengan pekerja berakhir.

(3). Putusan Kondemnator

, Putusan Kondemnator (candemnaloir

vonryis), adalah putusan hakim yang

bersifat menghukum salah .satu pihak.

M,isalnya . menghrkum tergugat

(pengusaha) untuk membayar uang

pesangon, uang penghargaan, masa

kerja, dan hak-hak prckgrja (penggugat)

lainnya.

b). Jcnis-jenis Putusan

Putusan dapat pufa dibedakan .menurut

jenis-nya" dapat dibedakan ke dalaqr

putusan verslsk, putusan sela, dan pgtusan

akhir.

{1). Putusan Verstekz , . t:

Putusan Verstek (default judgement)

adalah bentuk putusan yang dliatuhkan

oleh majelis hakim yang menyidangkan

perkara tanpa kehadiran tergugat, padahal

untuk itl tergugat telah dipanggil dengan

sepatutnya. Apabila tergugat lebih dari

satu orang dan yang tidak hadir hanya

sebagian dari tergugat, dilakukan

pemeriksaan secara biasa, dan kemudian

dijatuhkan putusan biasa (contradictoir)

(Pilsot I2S ayt (l) flIR dan Porial 119 ayat (t) RBg).

, Dalam,.p€ngambilan pgtusan ve,rtet

majelis hakim memutus dalam empat

kemungkinan isi putusan: (a) seluruh

gugatan dikabulkan, , , 
(b) guggfan

dikabulkan sebahagian, (c). gu.galgn

ditolak, atau (d) gugatan seluruhnya tidak

dapat diterima. 
.,,

(a). Seturuh gugatan dikabulkan

Gugatan akan dikabulkan

seluruhnya apabila: (i) semua tergugat

tidak hadir dipersidangan pada hari yang

telah dite-htukan, (ii) telgugat juga tidak

mengirimkan wakilnya yang syah, (iii)
j

tergugat telah dipangggil dengan

sepatutnya, (iv) petitum yang diajukan

tidak melawan hak, dan (v) petitum

beralasan.

apabila ada bagian dari gugatan yang

ditolak, karena tidak beralasan dan tidak
:. .I ,

berdasarkan hukum.

(Q. Gugatanditolak

Cugatan' ditolak apabila, ternyata

pe.*itunnya ternyata melawan rhak atau

tidak ,beralasan. dan tidek ,berdasarkan

hukum.

(d). Gugatan seluruhnya tidak dapat

diterimr

Gugatafi"'penggu$at' dinyatakan

seluruhnya tidak dapat diterima" apabila
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Cffitita di "dalam gugatan terdapat

kesalahan formal.

Misalnya subYek dari orang Yang'

digugat tidak benar, dan kualitas orang

yang mengajukan gugatan adalah orang

yang tidak berhak. Atau mungkin pula

surat gugatan ditandatangani oleh

seorang kuasa'yang tidak mempunyai

surat kuasa khusus.

(2). Putusan Sela

Dalam Hukum Acara Perdata

dikenal adanya putusan sela' Dalam

prakteknya putusan sela diucapkan di

dalam persidangan, namun tidak dibuat

secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam

borita acara persidangan. Putusan Sela

hanya dapat dimintakan banding bersama:

sama dengan permintaan banding

terhadap putusan akhir. Bentuk Putusan

Sela dapat berupa putusan preparator,

putusan interlokutor, putusan insidentil,

dan putusan provisionel (Pasal 185 ayat

(l) dan Pasal 190 ayat (l) HIR, Pasal

Pasal 20 ayat (l) dan Pasal 196 ayat (l)

Rbg, dan Pasal 48 dan Pasal 332 Rv)'

Dalam UUPPHI, mengenai

penetapan putusan sela ini ditegaskan

bahrrua, permintaan Putusan sela

disampaikan bersama-sama dengan mat€ri

gugatan Putusan sela dapat dilakukan

pada persidangan pertama atau yang

kedua dihadiri para pihak. Putusan Sela

dapat ditetapkan apabila dalam

persidangan, ternyata pihak pengusaha

ter-bukti tidak melaksanakan kewa-

jibannya, berupa rnelakukan tindakan

skorsing kepada pekerja yang sedang

dalam proses PHK, dengan tidak

membayar upah beserta hak-hak lainnya

yang biasa diterima pekerja.

Jadi dapat diambil putusan sela

yang berupa putusan provisional, yaitu

mengabulkan permintaan pihak

penggugat agar sementara proses perkara

berhnliung, diadakan tindakan

pandahuluan guna kepentingan pihak

penggugat, sebelum putusan akhir

dijatuhkan. Apabila selama pemeriksaan

sengketa masih berlangsung dan putumn

sela tidak juga dilaksanakan oleh

pengusaha, hakim ketua sidang

memerintahkan sita jaminan dalam

sebuah penetapan Pengadilan HI. Putusan

sela dan penetapan, tidak dapat diajukan

perlawanan dan/atau tidak daPat

digunakan upaya hukum tasat e6 aUPPHIL

Sclarliuurya, apabila dalam

pcnyclcsaian pcrkara ;rcrsclisihan lrak

tlzur/atau pcrsclisihan kepcntirtgan diikuti

dengau persclisihau PHK, l'cug:adilall HI

w4jib rncmutus tcrlcbih claltulu pcrk:ua

pcrsclisilurn h:rk dan/auru pcrsclisihan

kcpcntirtgan.
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Untuk itu, ketua majelis.hakim berwenang,

untuk mengeluarkan putusan yang dapat

dilaksanakan lebih'dahulu, meskipun

putusannya diajukan perlawanan atan

kaSaSi Quat E6 dan l,o8 UUPPEI).

Ketentuan UUPPHI ini memaksa

majelis hakim untuk mengambil putusan

sela, khusus mengenai status hubungan

kerja antara pengusaha dengan pekerja,

sebelum selanjutnya memutus perkara

gugatan lainnya, misalnya perselisihan

hak e^a I butir 3 UUPPHI).

(3). Putusan Akhir

Putusan Akhir (eind vonnis),

merupakan putusan yang dijatuhkan oleh

majelis hakim mengenai' seluruh pokok

perkara untuk mengakhiri penyelesaian

gugatan diantara para pihak.

D. UPAYA IIUKUM

Hukum Acara' Perdata mengenal

dua bentuk upaya hukum, yang tentunya

berlaku juga dalam Hukum Acara PPHI.

Kedua bentuk upaya hukum dirnaksud

adalah, upaya hukum biasa, berupa

perlawanan (venet), banding (revisi) dan

kasasi (cassiatie), dan upaya hukum luar

biasa berupa peninjauan kembali (request

ciift)' dan upaya pihak ketiga (derden

verzet). {

, . Suatu hal yang; khusus dqlam

PPHI adalah, tidak dibuka upaya hukum

banding ke Pengadilan linggi, Oleh

karena itu,, untuk selanjutnya ti{ak

dibahas mengenai upaya hukum bar$ing

X. Upalg Hukum Biasa

Untuk menjamin penyelesaian

yang cepat, tepat,.adil dan biaya ringan,

PPHI melalui Pengadilan HI yang berada

pada lingkungan peradilan umum dib"t3:i

proses dan tahapannya, dengan tidak

membuka kesempatan untuk mengajukan

upaya banding ke Pengadilan Tinggi.

Putuffi Pengadilan HI yang meiiyangltut'

perselisihan hak, dan PHK, dapat

langsung dimlntakan 'kasasi ke MA.

Sedangkan putusan Pengadilan HI

mengenai kepentingan dan antar SP/SB

dalam satu perusahaan merupakan

putusan tingkat pertama dan terakhir

yang tidak dapat di mintakan kasasi ke

MA e*ot SA IH dan IIS llltPPHI).

Dengan demikian, upaya hukum

biasa dalam Hukum Acara Perdata yang

'dapat dilakukan para pihak dalam PPHI

hanya perlawanan dan kasasi.

a, Perlawanan

Upaya' 'hukum berupa 'perlawanan

(Verzet) dilakukan tergugat atas putusan

yang dijatuhkan dengan tidak hadirnya

tergugat (verstek).
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Upaya pCihwanan dilakukan sendiri oleh

tergugat kepada PN yang menjatuhkan

putusan verstek. Pctlawanan terhadap

putusan verstek tidak dipuhrs sebagai

perkara baru (P^a IBlo. Pasol IB HIR, Pud 153

RBg, dan PutusanMA Nsnwr: 3078til975)

Tenggang waktu dalam melakukan

upaya hukum perlawanan ini, ditentukan

sebagai berikut:

1) 14 hari terhitung sejak prtusan verstek

diberitahukan kepada terugat seoara

sah;

2\ sampai dengan hari kedelapan setelah

dilakukan pelasanaan Putusan, dalan

hal pemberitahuan Putusan wrstek

tidak diberitahukan kepada tergugat

sendiri;

3) Hari ke 14 setelah dilaksanakan

perintah tertulis, apabila tergugat tidak
-.:- .:.. i

datang menghadap setelah dipanggil

Secara pa;tut eosal 129 ayot (l), 196 dan 197 HIR,

dan Pasal I53 ayat (I), 207dan 20t RBil'

Dalam persidang4n Perlawanan,

kedudukan pelawan (apposant) tetap

sebagai, tergugat.' Sedartgkan beban

pembuktian diletakkan pada tergugat.

Perlawanan , terhadap, 'putUsen ,verstele

hanya dapat dilakukan sekali'mja. Apabila

putusan',perlawanan', kembali' diputtls

denga*r putusan veritek, tergugat tidak

dapat mela*ukan perlawanan untuk,yang

kedua kali, karena tidak akan diterima.

Upaya perlawanan tergugat dapat ditolak,

atau' dikabulkan. Apabila perlawanan

tergugat ditolak, upaya hukum

selanjutnya yang dapat dilakukan oleh.

tergugat dalah mengajukan ' kreasi,

khusus untuk perkara perse'lisihan hak

dan PHK trlwat.I2e ,td (s) Eif., Pasd tt3 qqlat (6)

dan2h0RBg,daa PualS6AUPrl0. 
:

b. Kasasi

Kasasi (cassatie) secdra harfiah

berarti- membatalkan atau memecahkan
.,i'

suatu pdiiiara yang diputus oleh

pengadttari dibawah MA. Pengertian

kasasi, adalah pembatalan atas putusan

pengadilan dalam tingkat terakhir,

penetapan dan perbuatan pengadilan lain

dan hakim yang bertentangan dengan

hukum.

kasasi di bidang perdata, prosesnya
:, 1

seperti berikut ini. Terhadap putusan

yang diambil dalam tingkat akhir oleh

pengadilan dalam lingkungan peradilan

umum biasa (rechterlijke beslissingen),

yang merupakan putusan dari pengadilan

yang sesungguhnya, selain dari putusan

MA sendiri, dapat dimintakan kasasi

kepada MA $uairno Mertokusumo, 2002).

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh

para pihak yang berkepentingan, yang

dapat diajukan hanya satu kali.
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Pelaksanaannya dapat mewakilkan

kepada seseorang. yang diberi kuasa

secara khusus.

{ada dasarn},1a, permohonan kasasi dapat

disampaikan secara tertulis atau lisan

melalui panitera pengadilan yang

menjatuhkan putusan tingkat pertama,

yang telah memutus perkaranya. Dalam

mengajukan permohonan kasasi, pemohon

wajib menyampaikan memori kasasi yang

memuat alasan-alasan dilakukannya

kasasi. Penyampaian memori kasasi

dimaksud dilakukan paling lama 14 hari

seielah permohonan kasasi dicatat.

Apabila dalam tenggang waktu 14 hari

tersebut tidak dilakukan permohonan

\asasi dari pihak yang. berperkar4 para

pihak dianggap telah menerima putusan.

Bagi pihak yang hendak mengajukan

permohonan kasasi, menyampaikan secara

tertulis melalui Sub Kepaniteraan

Pengadilan HI. Sub Kepaniteraan

Pengadilan HI dalam waktu selambat-
.:

lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak

tanggal penerimaanpermohonankasasi

menyampaikan berkas perkara kepada

Ketua MA (rau III dan It2 uuPPEI).

Setelah pemohon membayar, biaya

perkara, dalam PPHI apabilapcrkuanya lcbih

dari 150 jutg, panitcra.mencatat pcnnohonan

kasasi dalam buku daftar unluk itu.

Pada hari yang sama membuat

'akta ' ,permohonan kasasi yang

dilampirkan pada berkas perkara. Setelah

permohonan'kasasi terdaftar, panitera

' mcrnberitahukan s€eara tertulis mongenai

permohonan kasasi tersebut, kepada

pihak laWan Pasat 16 ltll Na 11 tahun ISES Jo. I\II

Na 5 Tahan 2001).

Setelah menerima,mernori kasasi

dan jawaban terhadap memori kasasi

(surat jar4a'ban termohon kasasi), panitera

PN setethpat mengirimkan permohonan

kaitd, :'rnernori 'kasasi,' jawaban atas

memori kasasi, beserta berkas perkaranya

kepada MA, dalam waktu selambat-

lambatnya 3{ hari (Pasal 48 ayat (l) UU

No. 14 tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun

'2004)."

Untuk Putusan Pengjadilan HI, berlaku

ketentuan khusus. Putusan pada

Pengadilan HI mengenai.persslisihan hak

dan prselisihan PHK, mempunyai

kekuatan, hul.cun tetap apabila tidak

diajukan permohonan kasasi kepada MA

dalam'waktu selambat-lambatnya'14 hari

kerja: a) blgi pihak yang hadir,.terhitung

sejak putusan,di bacakan dalam s'idang

mqiclis hakim, dan b) bagi ,pihak yang

tidak,hadir, tcrhitung ..,s3jak, tcnggal

,menerima, pembcritahuan putusan irpddr

tI|wPntrfi|, ,
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2. 'Upeye Hokum ttier:Birsa

Upaya hukum luar biasa,

berupa peninjauan kembali, atau

pihak ketiga.

a. Peniniauan Kembali

. ,?ermohonan' PK, : etas Putusan

perdata. yang' teldr memprnyai kekuatan,

hukum tetap, dapat diajukan' apebih

didasarkan pada alasan-alasan sebagai

berikut :

1) ,Putusan :' didlsarkan pada, sslatu

,', kehhongan atau tipu muslihat pihak

,'lawan Yang. , dikAahui setelah

, perkaranya diputus atau didasarkan

pada bukti-bukti,yang kemudian oleh

hakirn pidana dinyatakan palsu;

2) Setrlahr,. erkara diputn$'ditemukan

" surat-sufat ,bukti, yang ' bersifat

menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa tidak dapat ditemukan;

,3),,Telah dikabulkan suatu hal yang tidak

'dituntut atau lebih dari" pa& 'yang

dituntut;

4) Mengenai sudu bagian dari tuntutan

sebab-sebabnya;

5)'' Antara pihak-pihak yang . sama

mengenai suatu soal Yang samq atas

.dasar yang sama oteh Pengadilan

)ang sarnn atau' sama tingkatnYa

telah dibarikan Putusan ,Yang

beftentangan satu dengan' ,Yang

lainnya;

6) Dalam suatu putusan terdaPat

,',',,kekhibfan hd<im'atau', kekeliruan

)4ang nyata (hsd 67 w Na t4 tahun 1fl5 Jo.

UA |la- 5 Tahun 2@1).

dapat

upala

Upaya hukum

peainjauan, kembali (PK) (request oivil),

merup*an suatu upaya agar Putusan

Pengadilan yang telah memPunYai

kekuatan hukum tetap. Karena tidak ada

ketentuan khusus dalam PPHI, tentunya

termasuk pula putusan Pengadilan HI atau

putusan MA untuk perkara'PPHl, yang

tetah memprmyai kekuatan hukum tetdp

(inkracht van gewijsde), dapat dilakukan

epiya h*kum PK. Fermohonan PK dapat

dilakukan oleh para' Pihak Yang

berperkara, kuasa, atau, 
:ahli warisnya.

Apabila selama proses PK ''.panohon

meninggal dunia, permohonan tersebut

dapat diajukan oleh ahli warisnyd.

Permohonan PK hanya dapat dilakukan

satu kali terhadap satu perkara.

Permohonan PK tidak

menangguhkan atau menghentikan

pelaksanaan putusan Pengadilan.

Permohonan PK dapat dicabut selama

belum diputus, dan apabila sudah dicabut,
:.

permohonan PK tidak dapat diajukan lagi

(Pasat 65 ayat (I) dan (3), dan 6EbU No. t1 tahua tg&s lo.

UU Na 5 Tahun 20N).

:

luar biasa, berupa
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' Tenggang',' waktu,,.' pengajuan

: pefmohonan' FK, adalah I 8O hari;,,untuk

hal-hal sebagai berikut:

l) Putusan didasarkan pada suatu

kebohongan atau tipu muslihat pihak

lawan, . /ang , diketahui setelah

, perkaranya, diputus atau diddsarkan

pada bukti-bukti yang kemudian oleh

hakim pidana dinyatakan palsu, sejak

dikeahui 'kebohongan atau : tipu

muslihat atau sejak putusan ,,pidana

' memproleh kekuatan hukum tetap,

, dan telah diberitahukan kepada. para

pihak yang berperkam;

2) Setelah perkara diputus, ditemukan

surat-surat bukti yang bersifat

rnenentukan yang pada waktu, Frkara

diperiksa tidak dapat ditemukan, sejak

ditemukan surat-surat bukti,,yang hari

serta tanggal ,, ditemukannya harus

dinyatakan dibarryah sumpah dan

disahkan oleh pejabat yang

berwenang;

3) Telah dikabulkan suatu hal yang tidak

dituntut atau' lebih: dari yang dituntut,

atau apabila mengenai suatu bagian

,',dori tuntutan blum diputus tinpa

dipertimbangan sebab-sebabnya,. atau

,.apabila dalam .suatu putusan terdapat

suatu kekhilafm: hakim:atau guatu

kekeliruan /ang, nlata, sejak p$tusan

memperoleh kekutttan hukum tetap

dan telahidiberitahukan leep4{4 para

,-. pihak yang berperkara; 
:

4) Antara pihak-pihak - yang sama

mengenai suatu soal yang,sattr.i,, atas

dasar yang sama oleh pengadilan

yang sama at4q sama tingtatnya telah

diberikan putusan yang bertentangan

' " satu 'dengarr yang lainnya; sejak

putusm y'sfig terakhir .., dar
-bertentangan itu , .memperoleh

kekuatan hukum tetap da1, letah
diberitahukan kepada pihak yang

befPefkara Qual69 Utt No.Il.Tahun l9ts jo UU

Na 5 i&un 2001).

Permotoran PK diajukan kepda

Ketua MA, melalui Ketua PN yang

memutlis perkara-pada tingkat pertarna.

U*tuk.,.itu; pemohon dikenai biaya

.po-rkara, kecuali. untuk., perkap , PP-HI

apabila nilai gugatannya, kurang, ded,.l 50

juta rupiah (?uat 7a qat {I} ua No. I1 Tqhun IeEs

fu AA No. S Tohun 2lllll,.daa Posal 58 UUPPHI)

Dengan dilaktrkannya upaya.hukum, PK,

tidak,,menangguhkan atau meRgentikan

pelaksanaan pufu san, pengadilan.

Untuk melindungi pihak yung

menang 
falam 

berperkara, ketua majelis

hakim Pengadilan HI dapat mengeluarkan

putusan yang dapat dilaksanakan lebih

dahulu, meskipln putusannya diajukan

peflawanan atau kaSaSi easal66 ayat e) tru Na

t1 Tahun 1985 Jo. Itlt Na 5 Tehan 21M1, dan Pasal 108

aaPPHr).
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'Permohonan PK diajukan oleh

pemohon secara tertulis dengari

menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang

dijadikan dasar permohonan. Permohonan

dimasukkan ke kepaniteraan PN yang

rnernutus perkara pada tingkst pertama.

Apabila pemohon tidak' dapat menulis,

pemohon menguraikan secara lisan di

hadapan Ketua PN atau hakim Yang
l

ditunjuk, yang akan membuat catatan

tentang permohonan tersebut dan alasan-

alaSannya Qasat 7I IJL| Na 11 Tahun I9E5 ia llu Na I

Tahun 2001).

Panitera Pengadifan setempat dalam

waktu 14 hari

men girimkan/memberikan

permohonan PK kepada lawan pemohon

dengan maksud, jika PK didasarkan atas

suatu kebohongan/tipu muslihat atau bukti

palsu berdasarkan putusan hakim, maka

pihak lawan ada kesempatan mengajukan

jawabannya-Apabila permohonan PK

diajukan atas alasan, putusan melibih dari

yang dituntut, ada bagian tuntutan yang

belum diputus, ada putusan atas perkara

yang sama yang putusanya bertentangan,

atau terdapat kekhilafan/kekeliruan

hakim yang nyata, alasan-alasan

dimaksud dapat diketahui oleh pihak

lawan.

Tinggang , 'waklu Pihak ' lawan

mengajukan jawaban adalah 30 hari

setelah diterimanya salinan permohonan

PK. Surat jawaban diserahkan/dikirimkan

kepada Pengadilan yang mentutus

perkara pada tingkat pertama. Pada suiat

jawaban dimasud oleh panitera dibubuhi'

cap4 hari serta tanggal diterimanya

jawaban tersebut.

Salinan jawaban dimaksud disarnpaikan/

dikirimkan,,kepada pemohon PK.

Penirohonan PK beserta berkas

perkarp. dan biayany4 oleh panitera

pe4gadilan PN dikirimkan ke MA

selambat-lambatnya dalam jangka waktu

30 hari. Untuk permohonan PK, tidak

diadakan surat menyurat antara pemohon

dan/atau pihak lain dengan MA easat 72 uu

No. 11 Tahan I985Jo. IlIt Na 5 Tahun 20NI

': ' i: 
lfigab. UpayaPihakKe

Upaya hukum pihak ketiga

(derden verzet), merupakan upaya hukum

luar biasa yang dilakukan oleh pihak

ketiga melawan putusan hakim Yang

merugikan kepentingannya. Dalam

per*am,, perdata umum, praktek yang

berlangsung:dalam kasus gugatan oleh

pihak ketiga iai misalnya mengenai sita

atiis dasar milik, dimana- barang yang

disita adalah :brang milik pihak:ketiga.
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Perlawanan pihak ketiga diajukan

kepada KeJua . PN yang melakukan

penyitaan @ual !95 ayat (6) IrlR, dan Pual 26 q,or

(5) RBil.

Dalam perkara PPHI, upaya

hukum ini dapat terjadi, rnisalnya ada

perselisihan hak yang diputus oleh

pengadilan Hl. Putusan tersebut

menetapkan hak-hak pekerja dan

mengabulkan sita jaminan,yang diajukan

pekerja, misalnya terhadap mobil yang

dipergunakan oleh perusahaan. Temyata

mobil tersebut adalah mobil yang disewa

perusahaan dari pihak ketiga. Dalam hal

ini pemohon (pemilik mobil) mengajukan

permohonan agar putusan sita jaminan

atas mobil dimaksud, yang menjadi pokok

perlawanan dari pihak ketiga selaku

pemohon, dapat d ibatalkan.
l

E. PELAKSAT{AAI\I PUTUSAN

Dalam Hukum Acara Perd-ata", dikenal tiga

macam eksekusi, yaitu: l) membaYar

sejumlah uang,,, 2) melakukan suatu

perbuatan, dan 3) mengosongkan barang

tidak bergerak.

1. Membayar Sejumhh Uang

Untuk mclaksanakan' hukuman

yang,bmlpa pcmbayaran' sejumlah uang

dilakukan dengan penjualan molalui

lclang terhadap borang-barang milik pihak

yang kalah dalam berperkara" sampei

dapat melunasi seluruh

kewajibannya, ditambah biaya

pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi dilakrikui," terhadry, barang.'

barang pihak yang,kalah. yang dalarn

pross berperkara, yang telah. ditentukan

sebagai sita jaminan atau belum. P'ada

tahap pertama, P-}.l meletakkan sita

eksekusi (executoir beslag) atas barangl

barang milik pihak yang kalah dalam

berperkara. Penjualan barang dimulai dari

barang bergerak, apabila belum

mencukiifi baru terhadap barang tidak

bergrrak. Biasanya eksekusi dila*ukart

didahului dengan pengumuman lelang

(Fasd I97 HIR dan Pasal 26 RBg).

2. Melakukan Suatu Perbuatan

Dalam prakteknya eksekusi untuk

melakukan suatu perbuatan adalah

eksekusi yang hanya dapat dilakukan

sendiri oleh pihak yang kalah secara

sukarela, seperti misalnya kewajiban

untuk mempekerjakan kembali pekerja.

Apabila pihak yang kalah tidak bersedia

melaksanakan hukuman untuk melakukan

suatu perbuatan dalam waktu yang

ditentukan,pihak yang menang berperkara

berperkara dapat meminta kepada

Ketua PN agar perbuatan yang sedianya

dilaksanakan tersebut oleh pihak yang

kalah, diganti dengan nilai sejumlah uang

(Patat 225 HIR dot Psal 259 RBg)'
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Dalam pelaksanaan penilaian perrggantian

dengan sejumlah uang ini, penilaiannya.

dilakukan oleh Ketua PN Yang

bersangkutan, dengan mengganti putusan

majelis hakim yang memutus perkara

dengan putusan baru. Ketentuan yang

sama juga dapat dilakukan terhadap

putusan MA, PenetaPan Putusan atas

penilaian penggantian dengan sejumlah

uang ini, dilakukan tidak dalarn sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum

(Retnowulffi Surarrtto dan Iskandu Ocilpkailawinata, 1969).

Barrng Tidak

'...' 
Pelasanaan mengosongkan barang

yang tidak bergerak (eksekusi riil),
dilaksanakan apabila pihak yang''kalah,

berkara tidak bersedia melaksaniikan

putrfsan d€ngan sukarcla. Pelaksanaannya

dilakukan oleh jurusita. Barang tidak

beqgqrak itu" .dikosongkan dari orang

yang mGnempatinya dan segala barqng

yang ada didalamnya (hsd toli Rv).

, hoses penyelesaian perselisihan

hubuhgan I industrial' pada tingkat
Perigadilan Negeri, secara skematik
dapat digakftarkan sebagaimana bagan

pada halaman berikut.

:.- i
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,iil=Rcffi BA}TT( DAN HAK+IAK KARYAWAN

Sebegian " para pakr arlau' elawai

berpendapat, ini sebagai akibat (antara

lain) naiknya'harga jtral minyak (BBM)

di pasar Intcrnasioisl. Gejala ters€but

tambah.'memperburuk suasail& i iklim

perbankan Indonesia, karena dianggap

tidak mathps, menolong terpuruknya :nilai

tukar nrpiih.brhadap frteta uang "dunia'!

USD atau Euro, Walaupun sebenamYa

p"ntniiian nilai tukar rupiah tersebut,

'tidak t€itait langsung dengcn'existensi

dan kesehatan suatu bank, akan tetapi itu

juga borarti kepercayaan'dunia (bisnis)

Internasional terhadap kredibilitas bank-

bank Indoriesia'monjadl sangat readah,

Rendahnya kepercayaan tersebut,

melahirkan image yang jelek terhadap

dunia: ,perbankan Indonesia secam

keseluruhan. Hal ini misalnya dapat

dilihat dengan adanya Lefter of Crcdit

@rc) Indonesia' tidak ditertma ohh

pengusaha asing yang takut tidak dibayar

(JHB, p.5l).

Belum lagi'seirter dikumarrdangkan dan

diberiekan'bshwa"beberapa bank'*plat

,lne?ah" BNtr, 'BRt abu BTN akan

melakukan merger atau setidak-tidaknya

diakuisisi oleh bankp/ar merah

PtrNDAIIULUAN :

Saiah satu permasalahan yang'dihadapi

oleh dunia perbankan Indortesia bebcrapa

tahun terakhir ini adalah berkurangnya

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

bank-bank yang beroperasi. Banyaknya

barik ,yang "sakit" karena (antara lain)

digerogoti oleh virns kredit macet yang

berjumlah besai dan terjadinYa

pelanggaran ketentuan batas rninimal

pemberian kredit (BMPK) menjadi

penyebab utama penyakit "kanker" yang

meldnda bank-bank di 'Indonesia sejak

awal krismon tahun lgg7. WalauPm

beberapa bank sakit telah *dirawat inap"

(beberapa tahun) di BPPN, namun sampai

dengan bubarnya BPPN hingga saat ini,

kondisi kesehatan perbankan Indonesia

(pada umumnya) belum juga pulih dan

sembuh total dari penyakit kronis yang

diderita.

Sekarang ' ini ada gejala "penyakit

lama" 'kambuh kembali, Yakni

semakin menurunnya nilai tukar

rupiah, walaupun masih jauh dari

nilai yang dicapai pada masa lvismon

ketika itu.
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"papan atas" lainnya, akibat minimnya mengalihkan tanggung-jawab bank

nilai aset perbanlieitf,:plat'nerah tls*kif 
1 *epada :Perrre,rhfah yang akhirnya I

hanya menguntungkan pihak-pihak iuntuk memberi kepercayaan ..dan

kredibilitas (bank-bank dimaksud) pada

tataran lebih baik dari sisi kacamata dunia

pcrbankan.. KarenerrY,a ada j uga berctpy4

balrtva bankdank ., I[done$ia, hanya

terkosan sebagai bank, tago katdangl'

yang. hanye borani bodaga di kampoeng

sendiri.

Masih buramnya "suasaRa'1 perekonornian

Indonesia,'.,,berda*npak, juga pada iklim

perbankan , IRdonesia, terkadang

Pemerintah terpaksa , harus rnengambil

f engkahlangkah nyata g$na menyeiukJran

hati para nasabah yang (mungkin) akan

menjadi korban bank:bank yang tidak

sehat dan, akhirnyg :i'rneninggal'1. Bank

Globsl, merupakaR, .contoh ,/a.ng' rnasih

hangat dalam taad Iirc news di "media"

Indonesia 'yang hingga saat ini rnasih

dalam proses penyelesaian.. Walaupun

tidak urung telah diundangkan UU 24

T.ahun 2004 tentang Lembaga,Pertjasdnan

Sinrpanan, namun'disamping, UU tersehrt

baru,diberlakukan pada bulan September

2005 (menurut ketentuan pemberlakqan-

Dya);, nanrpalqye, Peql,€rintah masih

setengah,ftalf untuk . lnoner4pka{l'.,UU

Frsebut. Mungkin nrasih khawatir,akan

"dinunfaatkan?' oleh nasabah atau de-bitur

n&al yang. berniat jelek untrd<

t€rteniti saja.

Demikian juga, upaya dan, ,langltafr-

langkah melakukan pembenahan, tidak

kurargnkurang dilakukan. P.emailitqn

(banbupcy, failitsmeryt) baik-dengan atau

itanpa likr+idasi terhdap suatu,bank yang

sakitr terkadang merupakqn jalal :pintas

ya.ng sering ditempuh oleh Pemaintah

dq!! tpatp.t.owfi€rs (slntelnlders. atau

xacl&atder):,: gu$a menglrindar dari

t tttrg jawab yang lebih. ,.beqaq

terha@ pa{a nasabah debitor ataq

stakeholder . .: yang , terkait. Selain

pemailitan 4tau likuidasi, ada juga yang

melakukqn .tnerger gu-na memqlihkan

kondisi ,-kesdretan. .bmk., yacg q{i{
(schingga resiko dan. kewajiban diemban

dapat, dipikul bersama. para bank yang

merger) 4gCI bisa, bertambah sehat ataq

setidaknya,.mEngulqflgr rasa sakit :y.ang

(diderrta) be rkepanj angan.

Tulisan, ini, , $q16un 
'6un 

tidak !,!q4

mengkaji masalah kesehatan perbankan

y.a$g akan :,d?'perbircangkan'l- Akan

tetapi akibat kondisi kesehatan !,.ank yp4g

,memburuk tersebu! sehingga kemudian

dilakukan carporate action ., atau

perbtntan hufum merger, ,un,
merupakan salah satu langkah atau.
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bank yang' mengelola :dana

masyarakat'sangat dituntut mtUk berhati'

hati dalam melakukan bisnisnya Qrudent

banking). Dan dengan merger tersebut

ada pihak yang terpaksa harus dirugikan

terutama karyawan. Oleh karenanya UU

memberi perlindungarr dalam hukurh

perburuhan.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 diat'uf:

bahwa apabila terjadi penglabungan

perusahaan (maksudnya me ger, termasuk

meryer'baift|dan -para- karyawan tidek

bersbdia melaniutkan hubungan kerja.

rnaka ia (para' karyawan) 'berhak'atas

uang pesangon 'satu' kali ketentuan

sebagaimana diatur dalam tabel (masa

kerja) Pasal 156 ayat (2) dan uang

pengharagaan masa kerja sebagaimana

diatur dalam (tabel) Pasat 156 ayat (3)

serta berhak atas uang penggantian hak

sesuai Pasal 156 aYat (4).

kimisalahannya siapa-siapakah atau

dari pekeda bank manakah yang berhak

menyatakan tidak bersedia melaniutkan

hubiungan' kerja. Apakah hanya bank-

bank 'yang'dilikuidasi atau bank yang

menggabungkan diri (atau marging

cornpany) ataukah juga pekerja-buruh

dari bank yang suntive berhak

menyatakan tidak bersediamelaniutkan

uFiia'uniut< menyChatkan bank-bank

yang sakit, mengakibatkan 
'harus

dilakukan pengakhiran hubungan kerja,

terkait dengan nasib para pekerja/buruh

pada bank-bank yang melakukan merger'

baik pekerja/buruh Pada bank Yang

menggabungkan diri (marging company);

maupun pekerjatburuh pada bank yang

menerima penggabungan (surtiving

company). Pengaturan mengenai nasib

buruh inilah yang menjadi fokus dalam

tulisan ini.

PERMASALAHAN

Merger adalah meruPakan salah satu

upaya untuk memperbaiki kinerja bank.

Namun jika melihat tujuan dari bank,

demikian juga dengan Perusahaan-

perusahaan pada umumnya Yang

melakukan merger adatah untuk

membangun sinergi memperbaiki kinerJa.

Alasan utama bank melakukan

penggabungan umumnya hamPir sama

dengan jika perusahaan-perusahaan

melakukan merger, yakni juga untuk

manperbaiki kinerja melalui kinerja

dengan spesifikasi masing-masing.

Menurut Munir Fuady, dalam hal seperti

itu bertaku rumus 2 + 2 = 5. Hanya saja

bagi' suatu bank sangat besar tuntuan

untuk memperbaiki sinergi tersebut,
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hubingan lrerja manakala terjadi meger

(163 ayat (?). Sebaliknya dalam UU No.

13 'Tahun 2003 diatur bahwa apabila

teriadi meger,, dan pengusaha !e&
ber$:dia menerima oekeda/bufuh. di

perusah4pnny,a, maka ia (para karyawan)

berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)

kali ketentuan sebagaimana diatur dalam

tabel (masa kerja) Pasal 156 ayat (2) dan

ua[g: pcnghargaan masa kerja

sebagaimana diatur dalam (tabel) P€sal

156 ayat (3) sena berhak atas uang

penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat(4).

Perm,asalahan , dalam hal ini bank

manakah yang berkewajiban memenuhi

hak pekerja/buruh sebagaimana diatur

dalam UU dimaksud. ,A,pakah hanya bank-

bank yang dilikuidasi atau bank yang

menggabungkan . diri (atau .margtng

company) ataukah juga.bank yang surttive'

ikut bertanggung'jawab. , l

Jika terjadi merger, mau tidak-mau, suka

tidak suka harus dilakukan reoraganisasi

dan restrukturisasi bank-bank yang

bcrgabung. Setidak-tidaknya terjadi

reposisi dan rotasi antar unit-unit yang

masih exist pada bank yang survive

(suniving company), demikbn juga kalau

tidak masih megabat pada posisijabatan

yang diduduki, mungkin terjadi

demosi/promosi atinu mutasi, sehingga

menduduki jabatan dalam, struktur

organisasi bank. Dengan kaja lain, dalam

hal terjadi merger, pasti ada jabat4n-

jabatan yang harqs "dilikuidasi" dan ada !

jabatan-jabatan ya-ng mungkin tetap exist :

atau .timbul jabatan-jabatan. baru (p4a 
i

surttiving company) hasil merger dan

dilakukan penempatan sesuai dengan

kehendak pemberi kerja (managemgn),

Dengan demikian, {apat dipastikan

bahwa akan terjadi demosi SDM bagi j

yang tidak kualifrcd atau promosi bagi

pekerJ,?-pekerja yang mempunyai
j

kualifrkasi dan kompetensi yang 
i

memenuhi persyaratan jabatan yang 
i

ditawarkan.

Sehubungan dengan

tersebut diatas, dalam hal terjadi m9€e{r

maka sedikit banyak, pasti terjadi

pengakhiran hubungan kerja, baik oleh

pekerja/yang tidak bersedia melanjutkan

hutungan, kerja, atau Relgakhirry

hubungan kerja yang disebabkan oleh

ketidak-wdiaan penguqaha untuk

mpnerima pekerja melar{utkan hubungp

ke{a. Pekerja/buruh manakah yang, dapat

meryatakan diri tidak bersedia

melanjutkan hubungan kerja ,dan

kewajiban siapa jika pengssaha (bank)

tidak bersedia menerima, pekerja lagi,
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besdr) dari Pemen'ntah Daerah.

Walaupun dalam prakteknya hamPir

semua Bank Umum dibentuk dengan

bentuk hukum perseroan terbatas. Dan

sepengetahuan penulis hingga saat ini

sudah tidak ada bank memilih bentuk

hukum koperasi, kecuati (pada waktu itu)

Bank Bukopin, walaupun kini sudah

berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan

bank yang berbentuk Perusahaan Daerah,

masih banyak ditemui dalam hat bank-

bank tersebut adatah merupakan "Bank

Pembianguni'nn Drierah' seperti Bank
,^ ." r*; I

Jabar,'Bank DKI atau Bank Jatim dan

sebiigainya. ' :

.l

Apabila suatii bank mengikut sertakan

masyarakat sebagai pemegang saham

@ublic shareholders) maka korporasi

bank juga tunduk pada UU mengenai

pasar'modal, yakni UU Nomor 8 Tahun

1995. Demikian juga kalau suatu bank

adalah milik Pemerintah atau setidak-

tidaknya didirikan dan sebahagian besar

sahamnya dimiliki dan dikuasai oleh

Pemerintah, maka harus tunduk pada UU

mengenai "'Badan Usaha Milik Negara

sebagaimaha tertUang dalam UU Nomor

19 Tahun 2003. Sedangkan pelaksanaan

kegiatan usaha perbankan sendiri tunduk

pada UU No. 7/1992 sebagaimana telah

diub'ah dengan UU No. 10/1998.

ANALISA

Bank adalah merupakan salah 'satu

korp<irasi, lembaga (entity'1 yang haius

berbadan hukum (legal entitY).

Berdasarkan Pasal 2l ayat (l) UU No. 7

Tahun lgigl tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan UU No.

l0 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (selanjutnya disebut

UU No. '7 Tuhun lggZ atau W
Perbankan\ bahwa bentuk hukum suatu

Bank Umum, dapat' berupa Perseroan

Terbatas, Koperasi atau Perusahaan

Daerah. Sedangkan bentuk hukum suatu

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah

Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan

Terbatas; atau bentuk lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah

Dengan demikian bank sebagai korporisi,

bisa tunduk pada UU'mengenai perseroan

terbatas, yakni UU No. I Tahun 1995

apabila bentuk hukumnya (legal entity)

adalah perseroan terbatas atau PT, atau -

kalau berbentuk Koperasi- tunduk pada

UU mengenai Koperasi, yakni UU Nomor

25 fahun l99D ataubisa juga tunduk pada

UU menganai Perusahaan Daerah, yakni

UU Nomor 2 Tahun 1962 kalau didirikan

oleh Pemerintah Daerah dan merupakan

perusahaan yang modalnya (sebahagian
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Sebagaimana telah disebutkan, bahrya

bentuk hukum . dari suatu bank umum,

pada umumnya adalah perseroan terbatas,

walaupun demikian prinsip merg?r

lCIrpor,asi baik dalam UU P.erseroan

Terbatas atau dalam UU mengenai

Perusahaan Daerah dan Koperasi, pada

umqmnya sama: Namun dalam tulisan ini

hanya membahas mengenai merger bank

atau penggabung€n .bank yang bentuk

hukumnya adalah perseroan terbatas.

Dengan demikian berlaku ketentuan

penggabungan atau merger menurut UU

Perseroan Terbatas. Akan tetapi dalam hal

telah diatur dan ditentukan khusus untuk

perbankan" maka kemudian berlaku

ketentuan meger yang bersifat khusus

untuk bank.

Menurut UU perseroan terbatas (UU No.

I Tahun 1995) ysng dimaksud dengan

penggabungan . perusohaan adalah

penggabungan salu atau. lebih (perseroan)

menggabungkan diri (nerger company)

menjadi satu dengan perseroan yang telah

ada (surttiving conpary). Amanat Pasal

102 ayat (l) UUPT tersebut lebuh lanjut

dije,laskan dalam PP No. 27 Tahun 1998

tentang Penggabungan,' Peleburan, dan

Pengambilalihan Persgroan Terbatas,

yakni bahwa pcnggalonngan atau merger

adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh satu perseroan atau lebih (merging

company'1 untuk menggabungkan diri

dengan perseroan lain yang telah ada

(suruiving company) daJr selanjutnya

perseroan yang menggabungkan diri

menjadi bubar. Walaupun perseroan yang

menggabungkan diri akhirnya rnenjadi

bubar (likuidasi), namun berdasarkan

Pasal 2 PP 2711998 bahwa pengabungan

tersebut dilakukan tanpa 
, 
mengadakan

likuidasi terlebih dahulu. Dengan kata

.lain bubarnya perseroan yang

mengga!-rmgkan. diri t€rjadi setelah

terbenlp:f,nya atau adanya akta

penl$bungan. Kemudian dengan

penggabungan tersebut pemegang saham

merging compony menjadi pemegang

saham sumiving company. Demikian juga

ektlva dan passivt merging company

beralih karena hukum kepada perseroan

yang,sgrvive.

Penggabungan hanya dapat dilakukan

dengan memperhatikan kepentingan

pqrseroar!, pemegang saham minoritas,

dan karyawan perseroan yang

bersangkutan. Demikian juga

kepentingan masyarakat dan persaingan

sehatdalam melakukan usaha, serta harus

memperhatikan kepentingan kreditor

(Pasal4 dan 5). Mekanisme penggabungan

(nerger) dilatukan dengan mula-mula

Direksi perscroan yang akan merger

dan Direksi yang akan menerima
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penggabungan menyusua t sulan rcnchna

,negen Usulan dimaksud wajib mendapat

persetujuan (masing'masing) Komisaris,

yang sekurang-kurangnya memuat (antara

lain) : nama dan tempat kedudukan,

alasan penggabungan, tatacara konversi

saham, rencana perubahan anggaran

dasar, neraca perhitungan rugi-laba dalam

3 tahun terakhir, dan hal-hal )'ang perlu

diketahqi oleh masing-masing pemegang

saham, seperti neraca proforma perseroan

hasil penggabungan, perkiraan hal-hal

yang berkaitan dengan keuntungan dan

kerugian sorta masa depan perseroan.

Yang lebih penting dan terkait dengan

tulisan ini adalah cara penyelesaian status

karyawan yang akan mengabungkan diri,

serta penyelesaian hak dan kewajiban

perseroan terhadap pihak ketiga.

Demikian juga hal-hal lain yang perlu

diketahui oleh masing-masing pemegang

saham, adalah cara penyelesaian hak-hak

pemegang saham yang tidak setuju

terhadap merger, dan susunan gaji dan

tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris

perseroan hasil penggabungan (surrtiving

company); perkiraan jangka waktu

pelaksanaan merger; Laporan keadaan dan

jalannya perseroan serta hasil yang akan

dicapai. Kegiatan utama perseroan,

rincian masalah; nama-nama anggota

Direksi serta gaji dan tunjangan anggota

Direksidan Komisaris.

Usulan rencana merger tersebut

merupakan bahan penyusunan Rancangan

Penggabungan yang disusun brspma

oleh (para) Direksi perseroan yang akqn

melakukan penggabungan. Yang.paling

penting adalah bahwa dalam Rancangan

Penggabungan harus memult

penegesen dari pcrseroan yang akan

menerima penggabungan (surviving'J

mensenai nenerimaan oeralihan sesrlg
i-

hrk dan ketvajiban dari perseroan yang
, ,...-.,. :t :.

akan' mdnggabungkan diri.

Ketentuan merger sebagaimana tersebut

di atas adalah ketentuan merger atau

penggabungan untuk korporasi yang

berbentuk perseroan' terbatas.

Pengaturanhya bersifat umum pada

semua bntuk usaha yang berbadan

hukum perseroan terbatas. Bagi korporasi

bank yang berbentuk perseroah terbatas

atau bentuk tainnya (koperasi atau

Perusahaan Daerah), Pengaturan

mengenai corpomte action merger diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1999 tentang Merger,'Konsolidasi

dan Akuisis Bank. Peraturan Pemerintah

ini merupakan tex specialis dari PP'27

Tahun 1998 tersebut di atas.
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Sebelum adanya UUft, tidak ada

ketentuan atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang merger,

kecuali merger di bidang perbankan,

yakni Keputusan MCnteri Keuangan No.

222KMK-017 11993' tanggal 26 Pebruari

1993 tentang Tata Cara Merger,

Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Kemudian beberapa peraturan-

perundangan lainnya yang mengatur
', I 

_

tentang merger secara tersirat antara lain

Keputusan Menteri Keuangan No.

637IKMK-Mll994 mengenai adanya

perubahan terhadap hukum pajak yang

juga membawa dampak terhadap merger

dan akuisisi, terkait dengan reorganisasi

internal perseroan atau korporasi.

Demikian juga dengan beberapa, Surat

Edaran Bappepam dan Kepltusan Menteri

Kehakiman yang mengeluarkan bebtrapa

Keputusan Mentgri Kehakiman mengenai

syarat teftentu yang harus dipenuhi dalam

merger (Hukum Perusahaan hal. 83). 
I

Kenyataan tersebut dapat disittpulkan

bahwa pelaksanaan merger tElah

ierlaksana sebelum .adanya UUPT dan

berpedoman pada beberapa Keputusan

Menteri, Bank Indonesia dan Bappepam

serta azas umum dalam KUH Perdata,

yakni begiruel der contect vrijheid

1338 jo Pasal 1337 sepanjang memenihi

syarat sahnya perjarrjian dalam Pasal

1320 KUH Perdata.

Dalam Pasal 28 UU No. 7llggzjo UU

No. 10/1998 diatur ketentuan nfengenai

merger bank. Dengan demikian bahwa

suatu bank dapat melakukan merger

dengan bank lainnya. Dalam hal suatu

bank berbeiituk pbrseroan terbatas, dalam

UU No. 1/1995 ditegaskan bahwa suatu

perseroan atau lebih (dalam hal ini Bank

ttbu*tt,. merger company) dapat

merygdbungkan diri (merger) menjadi

satu dengan perseroan yang telah ada

(surviving company).

UU Perbankan lebih menegaskan bahwa

merger adalah penggabungan dari dua

bank atau lebih, dengan cara tetap

mempertahankan berdirinya salah satu

bank (surviviing bank, surttiving

company) dan membubarkan bank-bank

lainnya (merging compary) dengan atag

tanpa melikuidasi (Pasal I anggka 25)

Penggabungan (merger) dapat dilakukan

apabila Rancangan penggabungan

disetujui oleh RUPS masing-masing

perseroqn yang,bergabung. Keputusan

RUPS mengenai penggabungan, sah

apabila diambil sesuai dengan Pasal 74

ayat (l) ,yakni diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.rs-oseissrsiiF.gqd"ss-s-.*-*l?"$""..-l-e:*l
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Dan RUPS sah apabila dihadiri oleh

pemegang saham (slnreholders) yang

mewakili paling sedikit % bagian dari

junilah seluruh saham dengan hak suara

yang sah dan disetujui paling sedikit %

bagian darijumlah suara tersebut.

Walau dimungkinkan merger, namun

salah satu hal yang dikhawatirkan pada

saat (akan) diundangkannya RUU

Perseroan Terbatas adalah mengenai

kemungkinan terjadinya monopoli atau

monopsoni apabila diatur adanya

kemungkinan perseroan melakukan

merger. Karena dengan demikian awiners

akan dapat memiliki dan menguasai suatu

produk atau bisnis dari hulu ke hilir.

Demikian juga dikhawatirkan akan terjadi

"penjajahan" dalam bentuk. baru terhadap

pekerja/buruh yang bekeda di suatu

perusahaan (korporasi) karena demikian

itu berarti bahwa pekerja akan menjadi

pekerja atau karyawan pada perusahaan-

perusahaan asing dalam hal perusahaan

tersebut di-'mrerger atau di-akulslsi oleh

"asing". Oleh karenanya semua hal

tersebut telah diantisipasi dengan memuat

klausul-klausul rambu pengaman datam

UUPT dan peraturan pelaksanaannya,

sebagaimana disampaikan dalam

Pbndapat Akhir Fraksi Karya

Pembanguan DPR-RI terhadap

Rancangan [Jndang-l,lndang (RUU)

tentang Perseroan Terbatas, H. Moh.

Hatta Mustafa, S.H. Kedudukan Hukum,

t42) menyampaikan bahwa dalam

rangka globalisasi, kita tidak mungkin

lagi menutup diri dan lepas dari pengaruh

hukum internasional maupun hukum

nasional negara-negara lain, terutama

yang mempunyai hubungan ekonomi

yang intensif dengan Indonesia. Secara

objektif ketentuan tentang

penggabuqge n (merger), peleburan dan

pengambilalilhan yang diatur dalam RUU

Persertidt Terbatas ini, secara sepintas

memberi kernungkinan monopoli dan

monopsoni dalam berbagai bentuknya.

Oleh karenanya untuk mengantisipasi

terhadap kemungkinan adanya

monopoli atau monopsoni tersebut,

maka UU mengamanatkan mengatur

rambu-rambu yang ketat mengpnai hal

tersebut dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian maka lahirlah PP No, 27 Tahun

1998.

Hal ini ditegaskan dalam UUPT bahwa

perbuatan hukum penggabungan harus

memperhatikan kepentingan pesenoan,

pemegang saham minoritas, dan

karyawan (pekerja/buruh) perseroan; dan

kepentingan masyarakat serta perseingan

sehat dalam melakukan usaha (Pasal

r 05).
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Ketentuan ini menegaskan bahwa

penggabungan .tidak dapat dilakukan

kalau akan rnerugikan kepentingan pihak-

pihak tertentu dan harus pula dapat

diccgah kemungkinan terjadinya

monopoli, atau rnonopsoni dalam

berbagai bentuk-bentuk yang merugikan

masyarakat (Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas, hal79). 
:

Menyangkut pengatur4n mekanisme

merger khusus bagi,lgan[ menurut PP 29

Tahun 1999, merger adalah p.engabungan

2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap

mempertatankan berdirinya salah satu

bank dan, membubarkan bank-bank

lainnya t4npa melikuidasi terlebih dahulu.

Dalpm PP 79/1999 ini tegas disebutkan

bahwa likuidasi banlc/bank-bank yang

menggabungkan diri dilakukan setelah

merger. Artinyq tidak harus ada

pemberesan terlebih dahulu terhadap aset-

aset atau aktiva dan passiva ban/bank-

bank yang menggabungkan diri (merg)

akan tetapi otomatis menjadi tanggung

jaruab bersamapada sumiving bank

Ketentuan bagi dalam PP ini juga diatur

khusus misalnya, bahwa rnerger dapat

dilakukan atas inisiatif bank yang

bgrpangkutan, atau atas permintaan dari

Bank .lndonesia, ataukah inisiatif badan

khusus ,yang bersifa! sementara sebagai

diamanatkan Pasal 37A UU Perbankan.

Maksudnya,, adalah BPPN,

Penyehatan Perbankan Nasiorial.

Dalam PP ini juga diatur khusus bahwa

merger dapat dilakukan, selain

memperhatikan kepentingan banlG

kreditor, pemegang saham minoritas

dan karyawan bank, juga harus

memperhatikan kepentingan rakyat

bcnyak dan persaingan sqhat dalam

melakukan usaha 
- 
bank. Demikian

juga ,.bahwa untuk melakukan

merger- harus mendapat izin dari

tigrpinan Bank Indonesia. Untuk

memperoleh izin merger tersebut,

wajib dipenuhi persyaratan-persyaratan

persetujuan dari RUPS bagi Bank yang

berbentuk Perseroan Terbatas, atau rapat

sejenis bagi bentuk lainnya; Pada saat

terjadinya merger tidak melebihi 20 %

(duapuluh perseratus) dari jumlah aktiva

seluruh bank Indonesia; Permodalan

Bank hasil merger harus memenuhi

ketentuan rasio kecukupan modal (CAR)

yang ditetapkan Bank Indonesia. Dan

yang paling, penting, bahwa calon

anggot4 Direksi dan Dewan Komisaris

yang dituqjuk, tidak tercantum dalam

4lfta! orang yang melakukan perbuatan

tercela di bidang perbankan.

Mekanisme pelaksanaan merger, pada

pfnsipnya sama saja dengan mekanisme

Badan
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l

pelaksanaan p€Fggnbungan pada

perseroan terbatas sebagaimana telah

disebutkan. Dalarn mekanisme. tersebut

juga tercantum ketentuan hal-hal yang

perlu dikeahui oleh pemegang saham

masing-masing bank, antara lain cara

penyelesaian stetus loryrwrn benk yang

akan melakukan merger dan cat?

penyelesaian hak dan kewajiban bank

terhadap pihak ketiga. Perbedaannya

berkaitan dengan perizinan rm6rge[ ]rkni
setelah memperoleh persetujuan Rapat

Umum Pemegang Saham untuk

melakukan merger, Direksi masing-

masing Bank secara bersama-sama

mengajukan permohonan izin merger

kepada Bank Indonesia dengan tembusan

Menteri Kehakiman (maksudnya Menteri

Hukum dan HAM) dengan. melampirkan

Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta

Akta Merger.

Berkaitan dengan status karyawan bank,

baik karyawan atau (istilah hukum

perburuharr) pekerja/buruh pada bank

yang bank merger'maupun karyawan

bank sumive dalam kaiannya dengan UU

Ketenagakerjaan tidak dijetaskan siapa

yang berhak untuk melckukan

tlndakan"angkat kakP' apabila tidak

bersedia melanjutkan hubungan kerja, PP

27 Tahun 1998'dan PP 29 Tahun 1999.

palam PP yang mengatur tentang merger

,atarl p€ngg$ungan peperoan tersebut,

tegrs mcnyatakan bahwa harus 'dimuat

ketentuan mengcnai status - karyawan

pGnieroan atau bnnk yang,akan bergabung

atau m€rger (maksudnya merging

company). Tidak diminta' untuk

mempfhatikan karyawan pada wrciving

carrtparq/.' Menurut hmret sayar ktausul

tersebut kurang tepat karcna dtlam hal

tujadi merger atar penggatungan, pasti

terjadi ',.reorganisasi pada survivinll

conlpany. : Dpmikian juga harus diltkukan

kwa,lifikrisi " dsn kornpdensi pada

surnbdiya manusia yang fuolified,

Pasar akan men€ntukan bahwa SDM

yang lmalified-lah,yang akan masuk pada

surviving compariy, tidak, mcmandang

dari rnana asalnya, apakah dafi nuging

atau sumiviagcompany.

, SebagoimatNa telah saya kernukakan pada

ibagian awal di atas bah\ila,apabila t€rjadi

merger,.'mau tidak-mau, suka tidak suka

harus dilakukan reorgaanisasi dan

ataukah r€strukturisasi bank$ank yang

bergab,ung. Setidd<+idaknya terjadi

reposisi dan rotasi antar unit'unit yang

masih exdcr pada bank yang survive

(surttiving conpany), , demikian juga

kalan tidak masih menjabat pada posisi

jabetan rlang :d16o6uki, mungkin tedadi

dernosi/promosi, atau mutasi, sehingga

para pekerja, khususnya pekerja yang
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menduduki jabatan ' dalarm st4*tqr'

organisasi bank. Dengan kata lain, dalam

hal terjadi merger, pasti ada jabatan-

jabatan,yang harus "dilikuidasiz' dan ada

jabatan*jabatan yang rnungkin tetap cxist

atau timbul jabatan-jabatan baru (pada

suwiving campary) hasil ,merger 'dan

dilakukan penempatan sesuai dongan

kehendak pcrnberi,keqa (managemafr\

Dengan demikiary pasti akan terjadi

demosi karyawan ,bagi ,yeng tidak

kualifred attu promosi bagi pekerja-

pekerja yang.mempunyai kualifikasi dan

kompetensi yang mernenuhi pcrsyaratan

j abatan,yang d itawarkan

Oleh karenatya menurut hemat saya,

kalau sessorang karyawan tidak ter*ena-

dampak adanya merger, dalam ,arti

misalnya tetap saja .menduduki posisi

jab*an , y,ang i sama . pada, ,earuiwcg

conryany atau mungkinj,uga pada nrergiag

eompany,' naka-,tidak ada hak bagi

karyawan yang bersarigkutan untuk

menyatakan , ."mengundurkan dirir'.

Sebal iknya yang,dapat mengundurkan diri

adalah karyawan. yang benar.benar

terkena dampak merger atau sebagai

akibat adanya reorganisasi dan reposisi

yang.mungkin terpaksa'harus diposisikan

pada jab*an !ang' sudah .tidak sesuai

dengan keahlian atau disiplin ihaunya.

Walaupun hal ini rnasih sangat rtlatif. , ,

Dalam kasus yangterkakhir ini stateweg

ke+idakbersedia-an karyawan untuk

melar$utkan hubungan - kerja , (dalam

kasus merger\ ters€but, tidak dapat

diterjemahkan sebagai mengundurkan

diri atas kemauan sendiri sebagaimana

,dirnaksud Pasal ,162 ayat (1). Dernikian

juga hak-haknya bukan hanya sekedar

,ilong pcnggontian hak dan uang pisah

,safa. Akan tetapi selain berhak atas uang

pnnggantian hak (sesuai ketentuan Pasal

156 ayat.-(4), juga berhak,atas pesangon

eesuti k"t*t".n Pasal '156 ayat (2) dan

gafrfu'.'penghargaan ,masa ' kerja sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat(3),

Sampai seberapa lama waktu statement

te$ebut berlaku sehingga tidak

diterjemahkan pekerja/buruh mengundur-

:kan diri; Tidak dijelaskan dalam UU

ketenagakerjaan. Namun karena proses

merger tersebut mulai dari trsul

penggabungan atau merger .samPai

kepada pembuatan:akta merger atas dasar

,RUPS dan pengesahan akte merger oleh

Menteri Hukurn dan HAM (baca

Menteri Kehakiman) .memerlukan, waktu

setidak-tidaknya 3 bulan. Bisa terjadi;

bahwa pad* saat sedang terjadi isyu

'ffiergpr dan dibuatnya akte fierger peta

keryawan tidek menyatakan kehendak

untuk tidak , bersedia melanjutkan
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hubungan kerja, namun seiring dengan

perjalanan waktu sampai dengan

pengesahan akte merger, barulah

kemudian menentukan sikap untuk tidak

bersedia melanjutkan hubungbn kerjq

maka demikian itu dapat dikatakan

sebagai mengundurkan diri atas kimauan

sendiri dan tidak berhak atas pesangon

dan penghargaan masa kerja.

.. :. .....
Alangkah lebih baik, jika terjadi merger,

pihak management mengeluarkan

statement dan jangka waktu untuk

menyatakan sikap, sehingga dalam jangka

waktu yang''telah'ditentukan tersbut

diri un-tuk tidak melanJUtltln

hubungan,,krri. apabila, terke4a

langsung , dqmpak mcrger atau

penggabungan. Dcngan , kata lain,

pekerja/buruh (karyawan) yang

, mempunyai h8k untuk. mOnyatakan

statement tidak persedia melanjutkan

hubunganl kerja. tidak hanya pada

persercan atau korporasi (dalam hal

ini . B-ank) yang merger saja, akan

tetapi karyawan pada perseroan alau

korporasi yang su,nive juga

m.gpngn)4ai kes.ernpatan. yang sama

apabila terkait langsung dengan

,:rr.:..*Gp€6ti11p**.+r:..,,::r;'p€Fl$Oll8l:-, -"" .,)tr$$ .fi

'l merupakan masa yang ditentukan secara bersangkutan. 
I

lr,
,j resmi oleh kedua belah pihak untuk 2. Yang bertanggung-jawab untuf l'

mengambil sikap melanjutkan atau

memutuskan hubungan kerja. Walaupun

ieposisi, promosi atau demosi belum

dilakukan. Karena persoalan reposisi,

restrukturisasi, demosi atau promosi

adalah merupakan "wilayah" internal

management korporasi.

PEI\iUTTJP

l. Apabila terjadi merger bank, maka

setiap karyawan, baik dari merging

company maupun surviving company

membayar kewajiban yang 
I

menyangkut uang pesangon, u.ng 
I

penghargaan rfiiasa kerja' dan' 'uang.

penggantian hak serta uang atau hak- 
|

hak lainnya yang terkait dengan
I

hubungan kerja adalah sumiving 
I

I

company yang bank yang tetap exist I

'''' kaf€fia'''ddffrri ""RencAngfih' Mergef

Wajib memuat klausul peralihan

tanggung-jawab merging company

kepada sumiving company, termasuk

kewajiban terhadap karyawan yang

harus "meninggalkan" perusahaan

i hak uhtuk menyatakan (Bank
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